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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karcna atas berkat dan karuniaNya, schingga penyusunan
Laporan Kincrja Instansi Pemerintah (LKIP) Bidang Keschatan
Tahun 2020 dapat disclesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Keschatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan
media Akuntabilitas yang digunakan scbagai alat komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di Lingkungan

Dinas Keschatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"-i '.

Pchyclcsaian Laporan Kincrja Instansi Pemerintah terscbut terlaksana berkat

kerjasama dan pro aktif dari seluruh pegawai yang ada pada Dinas Kesehatan serta semua
pihak terkait yang telah membimbing dan memberikan saran dan pendapat dalam
penyusunan LKIP ini. Untuk itu, patut kami sampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna sesuai dengan apa yang
diharapkan baik dari segi isi maupun teknik penulisan, oleh karena itu apabila ada
kekurangan dalam penyusunan laporan ini, kami mengharapkan masukan dan saran yang
membangun demi penyempurnaannya kedepan.

Semoga Tuhan memberkati kita semua, terima kasih.

Kupang, 20 Januari 2021

Q(‘KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI NUSA\TENGGARA TIMUR,

dr. MESSERASSI B.\V. ATAUPAH
PEMBINA UTAMAMADYA

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020 a

Dipindai dengan CamScanner



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek
penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas
yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga
akuntabilitas kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, maka Dinas Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai
bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang transparan dan
akuntabel.

Dalam LKIP tersebut digambarkan tentang kinerja Dinas Kesehatan pada tahun
2020. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis
untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan sehingga senantiasa
dapat melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan
kualitas pelayanan public sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Dinas Kesehatan Provinsi NTT
tahun 2020 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penetapan Kinerja tersebut
memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dengan target kinerja yang akan
dicapai.

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI
Nomor 7 tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai PERMENPAN Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Adapun target kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

dapat digambarkan sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2020
Peningkatan aksesibilitas dan Penurunan kasus masalah
kualitas layanan kesehatan gizi:
1 Persentase balita stunting % 33,5
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2 Persentase balita wasting % 10,5
3 Persenta§e balita % 238
underweight
Penurunan kasus
kematian ibu dan anak :
4 Kasus kematian ibu Kasus 0
5 Kasus kematian bayi Kasus 0
6 Kasus kematian balita Kasus 0
Peningkatan rasio tenaga
kesehatan :
2 Rasio dokter spesialis per /100.000 5
100.000 penduduk penduduk
8 Rasio dokter umum per /100.000 15
100.000 penduduk penduduk
9 Rasio dokter gigi per /100.000 4
100.000 penduduk penduduk
10 Rasio bidan per 100.000 /100.000 85
penduduk penduduk
11 Rasio perawat per /100.000 154
100.000 penduduk penduduk
12 Rasio perawat gigi per /100.000 10
100.000 penduduk penduduk
13 Rasio tenaga gizi per /100.000 12
100.000 penduduk penduduk
14 Rasio sanitarian per /100.000 14
100.000 penduduk penduduk
Rasio tenaga kesehatan
15 masyarakat per 100.000 /100.000 16
penduduk
penduduk
16 Rasio apoteker per /100.000 3
100.000 penduduk penduduk
17 Rasio asisten apoteker /100.000 12
100.000 penduduk penduduk
18 Rasio tenaga laboran /100.000 5
100.000 penduduk penduduk
19 Jumlah fasilitas kesehatan unit 5
terapung
20 Jumlah Flying Health Care unit 1
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Peningkatan cakupan
fasilitas kesehatan
terakreditasi :

21

Persentase puskesmas
terakreditasi

%

80

22

Persentase rumah sakit
terakreditasi

%

85

23

Cakupan jaminan
kesehatan masyarakat

%

85

Persentase penduduk
mengalami gangguan
kesehatan :

24

Persentase kasus HIV yang
diobati

%

50

25

Angka penemuan pasien
baru TBC BTA positif (Case
Detection Rate/CDR) TBC

%

65

26

Jumlah kab/kota dengan
angka keberhasilan
pengobatan (success rate)
TBC >85%

kab/kota

14

27

Jumlah kab/kota mencapai
eliminasi malaria

kab/kota

28

Jumlah kab/kota dengan
insidence rate DBD
<49/100.000 penduduk

kab/kota

22

29

Jumlah kab/kota dengan
prevalensi rate kusta
<1/10.000 penduduk

kab/kota

18

30

Jumlah kab/kota endemis
dengan kematian karena
rabies=0

kab/kota

31

Jumlah kab/kota yang
melaksanakan pemberian
obat pencegahan massal
kecacingan pada anak usia
1-12 tahun dengan
cakupan 75%

kab/kota

22
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32

Jumlah kab/kota dengan
puskesmas yang
mempunyai Layanan
Rehidrasi Oral Aktif /LROA
> 60%

kab/kota

22

33

Jumlah kab/kota dengan
imunisasi dasar lengkap
>90%

kab/kota

34

Jumlah kab/kota yang
memiliki regulasi Kawasan
Tanpa Rokok

kab/kota

35

Jumlah kab/kota dengan
desa/kelurahan yang
melakukan POSBINDU
PTM >50%

kab/kota

13

36

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
pelayanan deteksi dini
kanker pada perempuan
dengan metode IVA dan
sadanis >20%

kab/kota

13

37

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
melakukan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai
kriteria >20%

kab/kota

18

38

Jumlah kab/kota yang
melakukan respon
penanggulangan terhadap
signal KLB >80%

kab/kota

22

39

Persentase KLB ditangani
kurang dari 24 jam

%

100

40

Persentase ketersediaan
fasilitas kesehatan di
pariwisata estate

%

64

Pencapaian reformasi
birokrasi :

41

Persentase Standar
Operasional Prosedur
/SOP yang disusun dan
dijalankan

%

100
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42

Persentase Standar
Pelayanan Publik/SPP yang
disusun dan dijalankan

%

100

43

Persentase penyerapan
dana anggaran dan
pendapatan belanja
daerah (APBD)

%

95

44

Persentase realisasi
pendapatan terhadap
target

%

100

45

Inovasi yang dilaksanakan

inovasi

46

Pembangunan zona
integritas

%

100

47

Status laporan keuangan

Status

WTP

48

Nilai SAKIP

Skor

Peningkatan capaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Kesehatan

49

Persentase capaian SPM
Kesehatan Provinsi

%

100

50

Fasilitasi peningkatan
capaian SPM kesehatan
kab/kota

%

100

Peningkatan cakupan
kepemilikan dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil :

51

Cakupan kepemilikan KTP
elektronik untuk
penduduk wajib KTP

%

40

52

Cakupan penduduk <17
tahun memiliki kartu
identitas anak

%

40

53

Cakupan anak 0-18 tahun
memiliki akta kelahiran

%

80

54

Pemanfaatan Data
Kependudukan
(Perjanjian Kerjasama
dengan Perangkat

Dokumen
MoU
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Daerah)

tabel dibawah :

Dan tahun 2020 capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT dapat dilihat pada

NO INDIKATOR NILAI CAPAIAN KATEGORI
Penurunan Kasus Gizi pada Balita 126,3 Sangat Berhasil
1 | Persentase balita stunting 1278 Sangat Berhasil
2 | Persentase balita wasting 126,7 Sangat Berhasil
3 | Persentasi balita underweight 1244 Sangat Berhasil
Penurunan Kasus Kematian Ibu, Berhasil
) . 74,3
Bayi dan Balita
4 | Kasus Kematian lbu 20,4 Belum Berhasil
5 | Kasus Kematian Bayi 119,2 Sangat Berhasil
6 | Kasus Kematian Balita 83,1 Berhasil
Peningkatan Cakupan Fasilitas 105.25 Sangat Berhasil
Kesehatan Terakreditasi ’
7 | Persentase Puskesmas terakreditasi 110,6 Sangat Berhasil
8 | Persentase Rumah Sakit terakreditasi 99,9 Sangat Berhasil
Persentasi Penduduk Yang 791 Berhasil
Mengalami Masalah Kesehatan ’
9 | Persentase kasus HIV yang diobati 102,0 Sangat Berhasil
10 | Angka Penemuan pasien baru TBC 18.8 Belum Berhasil
BTA positif (CDR) TBC ’
11 | Jumlah kab/kota dengan angka Belum Berhasil
keberhasilan pengobatan  (success 28,6
rate) TBC >85%
12 | Jumlah kab/kota eliminasi malaria 40,0 Belum Berhasil
13 | Jumlah kab/kota dengan insidence 40,9 Belum Berhasil
rate DBD <49/100.000 penduduk
14 | Jumlah kab/kota dengan prevalensi 77,8 Berhasil
rate kusta <1/10.000 penduduk
15 | Jumlah kab/kota endemis dengan 100,0 Sangat Berhasil
kematian karena rabies = 0
16 | Jumlah kab/kota yang melaksanakan 100
pemberian obat pencegahan massal Sangat Berhasil
kecacingan pada anak usia 1-12 tahun
dengan cakupan 75%
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17 | Jumlah kab/kota dengan puskesmas 100,0 Sangat Berhasil
yang mempunyai layanan LROA
>60%
18 | Jumlah kab/kota dengan imunisasi 55,6 Cukup Berhasil
dasar lengkap >90%
19 | Jumlah kab/kota yang memiliki 107,7 Sangat Berhasil
regulasi kawasan tanpa rokok
20 | Jumlah kab/kota dengan 107,7
desa/kelurahan  yang  melakukan Sangat Berhasil
POSBINDU PTM >50%
21 | Jumlah kab/kota yang memiliki 100,0
puskesmas pelayanan deteksi dini Sangat Berhasil
kanker pada perempuan dengan
metode IVA dan sadanis >20%
22 | Jumlah kab/kota yang memiliki 72,2
puskesmas yang melakukan Berhasil
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
kriteria >20%
23 | Jumlah kab/kota yang melakukan 100 Sangat Berhasil
respon  penanggulangan  terhadap
signal KLB >80%
24 | Persentase KLB ditangani kurang 100 Sangat Berhasil
dari 24 jam
Cakupan Jaminan  Kesehatan 100,8 Sangat Berhasil
Masyarakat
25 | Cakupan Jaminan Kesehatan 100,8 Sangat Berhasil
Masayarakat
Jumlah Fasilitas Kesehatan 0 Belum Berhasil
Terapung
26 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung 0 Belum Berhasil
Jumlah Flying Health Care 0 Belum Berhasil
27 | Jumlah Flying Health Care 0 Belum Berhasil
Peningkatan Rasio Tenaga 108,6 Sangat Berhasil
Kesehatan
28 | Rasio Dokter Spesialis 86,5 Sangat Berhasil
29 | Rasio Dokter Umum 76,3 Berhasil
30 | Rasio Dokter Gigi 69,2 Cukup Berhasil
31 | Rasio Bidan 113,8 Sangat Berhasil
32 | Rasio Perawat 98,9 Sangat Berhasil
33 | Rasio Perawat Gigi 29,4 Belum Berhasil
34 | Rasio Tenaga Gizi (Nutrisionis) 120,6 Sangat Berhasil
35 | Rasio Sanitarian 89,0 Sangat Berhasil
36 | Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat 109,4 Sangat Berhasil
37 | Rasio Apoteker 157,9 Sangat Berhasil
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38 | Rasio Asisten Apoteker 82,2 Berhasil

39 | Rasio Tenaga Laboran 270,5 Sangat Berhasil
Persentase Ketersediaan Fasilitas 100 Sangat Berhasil
Kesehatan di Pariwisata Estate

40 | Persentase Ketersediaan Fasilitas 100 Sangat Berhasil
Kesehatan di Pariwisata Estate
Pencapaian Refromasi Birokrasi 90,3 Sangat Berhasil

41 | Persentase  Standar  Operasional 100
Prosedur (SOP) yang disusun dan Sangat Berhasil
dijalankan

42 | Persentase Standar Pelayanan Publik 100 Sangat Berhasil
(SPP) yang disusun dan dijalankan

43 | Persentase Penyerapan dana 87,6 Sangat Berhasil
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)

44 | Persentase  realisasi  pendapatan 51,7 Belum Berhasil
terhadap target

45 | Inovasi yang dilakukan 300,0 Sangat Berhasil

46 | Pembangunan zona integritas 100,0 Sangat Berhasil

47 | Status laporan keuangan - Menunggu Hasil

Pemeriksaan BPK
48 | Nilai SAKIP - Menunggu Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat

Peningkatan  Capaian  Standar 100 Sangat Berhasil
Pelayanan Minimal (SPM)

49 | Persentase capaian SPM Kesehatan 100 Sangat Berhasil
Provinsi

50 | Persentase capaian SPM Kesehatan 100 Sangat Berhasil
Kabupaten/Kota
Peningkatan Cakupan 63,3
Kepemilikan Dokumen Cukup Berhasil
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

51 | Cakupan kepemilikan KTP elektronik 91,4 Sangat Berhasil
untuk penduduk wajib KTP

52 | Cakupan penduduk <17 tahun 9,0 Belum Berhasil
memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

53 | Cakupan anak 0-18 tahun memiliki 89,4 Sangat Berhasil
Akta Kelahiran
Pemanfaatan Data Kependudukan 50
(Perjanjian Kerjasama Dengan Belum Berhasil
Perangkat Daerah)

54 | Pemanfaatan Data Kependudukan 50
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(Perjanjian Kerjasama  Dengan Belum Berhasil
Perangkat Daerah)

Pencapaian kinerja sasaran tahun 2020 ini memberikan kontribusi terhadap kinerja
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara umum yakni pada Tujuan Peningkatan
Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT dan Kkinerja Dinas Kesehatan pada
khususnya. Dengan demikian pembangunan di bidang kesehatan ke depannya diharapkan
akan menjangkau seluruh masyarakat NTT hingga ke pelosok desa tanpa kecuali.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah kebutuhan
pembangunan bagi terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance)
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi
pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon Il ke atas
untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya
berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan. Pertanggung-jawaban
dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga yang

berwenang melakukan pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Semangat reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta
kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan
mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip
good governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Pertanggung-jawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing,
kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang.Secara
umum LKIP ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKIP

merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan,
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sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders)
dengan instansi pemerintah dan;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh
mana capaian kinerja dinas Kesehatan Provinsi NTT selama tahun 2016 sesuai dengan
kinerja yang telah diperjanjikan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan
program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dipertanggung jawabkan kepada pemberi
Mandat dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan
Renstra yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran stategik Pemerintah dan Penetapan
Kinerja Tahun 2020 Dinas Kesehatan Prov. NTT

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama
sekaligus. Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja dari aspek akuntabilitas kinerja
merupakan sarana eksternal organisasi bagi penerima mandat untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi mandat dan stakeholders. Kedua, Laporan
Akuntabilitas Kinerja dari aspek manajemen Kkinerja merupakan sarana internal
organisasi dalam evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan sebagai upaya
untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKIP tersebut
merupakan cerminan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh

setiap Instansi Pemerintah.

C. GAMBARAN UMUM
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur staf
perangkat dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai
berikut :
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1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan dibantu 4 Bidang Dinas
dan Sekretariat serta 1 UPTD, yaitu : (1) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;
(2) Bidang Kesehatan Masyarakat; (3) Bidang Pelayanan Kesehatan; (4) Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (5) Bidang Kependudukan dan Catatan
Sipil dan (6) Sekretariat; (7) UPT Laboratorium Kesehatan; (8) UPT Pelatihan
Tenaga Kesehatan; dan (9) UPT RS Jiwa Naimata.

1. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : :
a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;

c. Sub. Bagian Keuangan;

2. Bidang SDM Kesehatan membawahi 3 (tiga) Seksi :
a. Seksi Perancanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ;
b. Seksi Legalitas Tenaga Kesehatan dan Institusi Diklat SDM Kesehatan;
c. Seksi Pengembangan SDM Kesehatan;

3. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi:
a. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB;
b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. Seksi Keseahtan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

c. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) seksi :
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keseahtan

Jiwa;
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6. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil membawahi 3 (tiga) seksi :
a. Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
b. Fasilitasi Pencatatan Sipil;
c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
7. UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan;
8. UPT Laboratorium Kesehatan;
9. UPT Rumah Sakit Jiwa Naimata

2. Sumber Daya Manusia
Jumlah sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Timur memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan,
mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang lebih berat, terutama dalam rangka
menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dalam pelaksana

pengendalian pembangunan.

Pada tahun 2020 jumlah pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT berjumlah
245 orang, terdiri dari 29 orang Pejabat Struktural, 40 orang Pejabat Fungsional dan
176 orang Fungsional Umum. Rincian Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi NTT

berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin Dinas
Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020

Jenis Kelamin
Golongan Pangkat Laki-laki | Perempuan Jumlah

IvVid Pembina Utama Madya 1 0 1
IVic Pembina Utama Muda 0 0 0
IV/b Pembina Tk. | 5 7 12
IV/a Pembina 7 11 18

Jumlah Gol. IV 13 18 31
I1/d Penata Tk. | 15 61 76
I1/c Penata 24 32 56
I1/b Penata Muda Tk. | 9 27 36
I1/a Penata Muda 6 15 21

Jumlah Gol. 111 54 135 189
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Jenis Kelamin
Golongan Pangkat Laki-laki | Perempuan Jumlah
1/d Pengatur Tk. | 7 4 11
Il/c Pengatur 6 2 8
I1/b Pengatur Muda Tk. | 5 1 6
Il/a Pengatur Muda 0 0 0
Jumlah Gol. 11 18 7 25
I/d Juru TK. | 0 0 0
l/c Juru 0 0 0
I/b Juru Muda TK. | 0 0 0
I/a Juru Muda 0 0 0
Jumlah Gol. | 0 0 0
TOTAL 85 160 245

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 245 orang, 85 orang berjenis

kelamin laki-laki dan 160 orang perempuan. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Dinas
Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020

No Jenis Pendidikan Laki-laki Perempuan Total

1 SD 0 0 0

2 SMP 0 0 0

3 SMA 25 7 32

4 D1 0 2 2

5 D3 9 35 44

6 S1 34 83 117

7 S2 18 29 47

8 S3 1 0 1
JUMLAH 88 157 245

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S3 berjumlah 1 orang, S2

berjumlah 47 orang, S1 berjumlah 117 orang, D3 berjumlah 44 orang, D1 berjumlah

2 orang dan SMA berjumlah 32 orang.
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3.

Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT bersumber
pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi.

Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
Membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di
bidang kesehatan.
2. Fungsi dan Tugas
2.1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2.2 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan;
2.3 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
2.4  pembinaan unit pelaksana teknis;
2.5 pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan
prasarana serta rumah tangga;
2.6  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi NTT disusun

berdasarkan pada :

a.

Ketetapan MPR Nomor : 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
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Pemerintah (AKIP);
d. Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
E. SISTEMATIKA PENULISAN
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi
BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar

hukum, metode penyusunan serta sistimatika penyusunan LKIP Dinas
Kesehatan Provinsi NTT tahun 2020.

A.

Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP.

. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang
diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

Gambaran Umum

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi
NTT tahun 2020 mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi
organisasi.

Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2020.

Sistematika Penulisan

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A

RENCANA STRATEGIS

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi NTT tahun 2020-2023, Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Arah Kebijakan serta Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2020.
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B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020
Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada
masing-masing indikator Kkinerja.

BAB IIl  AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini diuraikan mengenai akuntabilitas kinerja penyelenggaraan

kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan akuntabilitas keuangannya.

Dalam akuntabilitas keuangan diungkapkan mengenai target dan realisasi

anggaran tahun 2020 dan selanjutnya atas belanja langsung dirinci target

dan realisasi keuangannya per sasaran.

A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT
Dalam sub bab akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan
Dinas Kesehatan Provinsi NTT diuraikan mengenai hasil pengukuran
Kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasinya yaitu
dengan membandingkan realisasi tahun 2020 dengan realisasi tahun
sebelumnya maupun target tahun berjalan.
Terhadap capaian kinerja yang lebih rendah dibanding tahun
sebelumnya maupun target yang ditetapkan dilakukan analisis
kendala/hambatannya dan dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang
akan diambil. Sedangkan terhadap capaian kinerja indikator sasaran
yang memenuhi atau lebih tinggi dari target diuraikan faktor-faktor yang
mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

B. Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi NTT
Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi Anggaran tahun 2020
beserta rincian belanja per kegiatan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN
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BAB I

RENCANA STRATEGIS DAN
PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan
yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan
lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang
setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan,
perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kkinerja
instansi pemerintah.

Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTT memuat sejumlah fakta,
persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta
bagaimana melaksanakannya untuk diimplementasikan organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran.

Renstra sangat bermanfaat dan diperlukan untuk :

1. Merencanakan aktifitas perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks.

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era reformasi mengakibatkan

kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin prima, semakin terbatasnya

sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus
disediakan. Hal ini yang mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan
perubahan mendasar, untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada

masyarakat.
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2. Pengelolaan keberhasilan.
Perencanaan Strategis akan menuntun diagnosa Dinas Kesehatan Provinsi
terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif. Dengan Perencanaan
Strategis ini diharapkan menjadi bagian penting organisasi yang berorientasi
hasil. Kapasitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai
hasil yang diinginkan.

3. Menentukan orientasi masa depan.
Perencanaan Strategis memungkinkan  Dinas Kesehatan Provinsi untuk
memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
Perencanaan Strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh
untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif guna implementasi
dan implikasi yang terjadi dan dapat diarahkan untuk merencanakan strategi
organisasi pada masa mendatang.

4. Adaptif.
Fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam Perencanaan
Strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka
panjang. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan
untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan
mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam Perencanaan
Strategik.

5. Pelayanan Prima.
Pelayanan kepada masyarakat dalam era globalisasi merupakan hal yang utama
untuk diperhatikan Pemerintah. Disamping itu dalam era keterbukaan
masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan
pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan merupakan faktor penentu
keberhasilan bagi Pemerintah Provinsi NTT untuk dapat tetap diterima oleh
masyarakat. Oleh karena itu pemahaman terhadap siapa pelanggan, kebutuhannya
serta solusi pemenuhannya sangat diperlukan. Pola pelayanan yang perlu
diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau masyarakat sebagai

penerima jasa layanan.
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6. Meningkatkan komunikasi.
Implementasi Perencanaan Strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan
partisipasi. Mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai dan mendorong
pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan.
Implementasi Perencanaan Strategis oleh Pemerintah dapat meningkatkan

komunikasi baik vertikal maupun horisontal organisasi.

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT TAHUN
2019-2023

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah tidak diperkenankan mempunyai visi
turunan dari Visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diperkenankan misi turunan
saja. Penjabaran Misi Gubernur untuk urusan kesehatan ada pada Misi ke-4 :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Misi ini dimaksudkan untuk
menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdayasaing tinggi
agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai
bidang.
Misi ke-4 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk
meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH). Sasarannya yaitu Meningkatkan
Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan. Strategi dan arah kebijakannya antara
lain :

Strategi 1 : Meningkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat. Arah Kebijakan :
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan makanan pendamping ASI bagi ibu hamil
kurang energi kronis dan balita; Pemberian makanan tambahan dan suplemen serta
tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri; Penanganan balita gizi buruk

secara berkesinambungan; Dukungan dalam peningkatan cakupan kunjungan ibu
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hamil lengkap dan kunjungan neonatal lengkap; Dukungan pelaksanaan deteksi dini
kelainan kehamilan; Dukungan dalam peningkatan kualitas Manajemen Terpadu
Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M); Dukungan dalam peningkatan cakupan
persalinandi fasilitas kesehatan dan persalinan oleh tenaga kesehatan; Dukungan
pelaksanaan pendampingan ibu dan anak pada 1.000 HPK oleh tanaga kesehatan;
Dukungan pelaksanaan pendampingan dan pemantauan status gizi ibu
hamil/menyusui, bayi dan balita; Dukungan pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif;
Dukungan dalam penerapan pembinaan pola makan dalam keluarga; Dukungan
dalam pengembangan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM); Dukungan penggerakan masyarakat hidup sehat melalui
pendekatan keluarga dan lingkungan; Dukungan peningkatan jumlah desa yang
melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Peningkatan
pemahaman kesehatan di masyarakat; Penyebarluasan informasi kesehatan melalui
berbagai media dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;

Strategi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Kesehatan. Arah
Kebijakannya : Rekrutmen tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PTT daerah
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; Pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan
bagi tenaga kesehatan terutama bagi bidan desa; Pemberian bantuan biaya pendidikan
kepada tenaga kesehatan bagi dokter Spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
Percepatan pengurusan STR tenaga kesehatan; Dukungan untuk penempatan tenaga
kesehatan sesuai proporsi dan kebutuhan di FKTP dan RS di kabupaten/kota;
Pemberian surat penugasan untuk pemenuhan dokter spesialis pada FKTL; Fasilitasi
organisasi profesi kesehatan sebagai mitra kerja di wilayah provinsi NTT; Fasilitasi
pembuatan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di kabupaten/kota untuk
mendapatkan formasi tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang dibutuhkan; Fasilitasi
tenaga kesehatan dalam pelaksanaan uji kompetensi naik jenjang jabatan fungsional;
Pelaksanaan penilaian angka kredit tenaga kesehatan; Pelaksanaan penilaian tenaga
kesehatan teladan puskesmas tingkat provinsi; Pengawasan dan pembinaan serta
pengendalian Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA);
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Strategi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan. arah strateginya :
Pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan terapung; Penyediaan layanan Flying
Health Care; Peningkatan Fasilitas Kesehatan di destinasi wisata; Pemenuhan sarana
dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar; Dukungan untuk pencapaian
standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas kesehatan; Pemenuhan
obat dan vaksin serta pengawasan, pengendalian obat, sediaan farmasi, produk
pangan, dan konsumsi; Pemberian bantuan jaminan kesehatan bagi masyakat;
Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan; Dukungan dalam pelaksanaan
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (P1S-PK);

Strategi 4 : Mencegah dan Mengendalikan Penyakit. Arah kebijakannya :
Dukungan untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; Dukungan
pelaksanaan deteksi dini dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular;
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jiwa; Dukungan dalam peningkatan
kualitas dan cakupan imunisasi; Peningkatan sistem kewaspadaan dini
KLB/wabah/bencana; Penanganan KLB/wabah/bencana; Dukungan pelaksanaan
Public Privat Mix untuk memperluas akses memutuskan mata rantai penularan
penyakit; Dukungan pembentukan jejaring pencegahan dan pengendalian penyakit
lintas batas;

Strategi 5 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Kesehatan. Arah
kebijakannya : Efisiensi penyelenggaraan kegiatan rutin dinas; Pelaksanaan dan
penganggaran kesehatan terintegrasi; Penyediaan data kesehatan yang valid dan
akurat; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu dan terintegrasi; Transparansi
pengelolaan keuangan; Penggunaan aplikasi pengurusan kepegawaian; Dukungan
untuk optimalisasi penyerapan DAK kesehatan;

Strategi 6 : Meningkatkan Cakupan Dokumen Kependudukan
Masyarakat. Arah kebijakannya : Percepatan pengurusan dan pemilikan KTP-EI,
Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan; Kerjasama pemanfaatan database
kependudukan; Penyediaan tenaga teknis kependudukan dan catatan sipil ayng

berkualitas.
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PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 selengkapnya

dapat dilihat pada lampiran dokumen LKIP ini. Adapun Sasaran, Indikator dan

Target Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020 diringkas sebagai

berikut :

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2020
Peningkatan aksesibilitas dan Penurunan kasus masalah
kualitas layanan kesehatan gizi:
Persentase balita stunting % 33,5
Persentase balita wasting % 10,5
3 Persenta§e balita % 23,8
underweight
Penurunan kasus
kematian ibu dan anak :
4 Kasus kematian ibu Kasus 0
5 Kasus kematian bayi Kasus 0
6 Kasus kematian balita Kasus 0
Peningkatan rasio tenaga
kesehatan :
2 Rasio dokter spesialis per /100.000 5
100.000 penduduk penduduk
3 Rasio dokter umum per /100.000 15
100.000 penduduk penduduk
9 Rasio dokter gigi per /100.000 4
100.000 penduduk penduduk
10 Rasio bidan per 100.000 /100.000 85
penduduk penduduk
1 Rasio perawat per /100.000 154
100.000 penduduk penduduk
12 Rasio perawat gigi per /100.000 10
100.000 penduduk penduduk
13 Rasio tenaga gizi per /100.000 12
100.000 penduduk penduduk
14 Rasio sanitarian per /100.000 14
100.000 penduduk penduduk
LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020

iﬂ



15

Rasio tenaga kesehatan
masyarakat per 100.000
penduduk

/100.000
penduduk

16

16

Rasio apoteker per
100.000 penduduk

/100.000
penduduk

17

Rasio asisten apoteker
100.000 penduduk

/100.000
penduduk

12

18

Rasio tenaga laboran
100.000 penduduk

/100.000
penduduk

19

Jumlah fasilitas kesehatan
terapung

unit

20

Jumlah Flying Health Care

unit

Peningkatan cakupan
fasilitas kesehatan
terakreditasi :

21

Persentase puskesmas
terakreditasi

%

80

22

Persentase rumah sakit
terakreditasi

%

85

23

Cakupan jaminan
kesehatan masyarakat

%

85

Persentase penduduk
mengalami gangguan
kesehatan :

24

Persentase kasus HIV yang
diobati

%

50

25

Angka penemuan pasien
baru TBC BTA positif (Case
Detection Rate/CDR) TBC

%

65

26

Jumlah kab/kota dengan
angka keberhasilan
pengobatan (success rate)
TBC >85%

kab/kota

14

27

Jumlah kab/kota mencapai
eliminasi malaria

kab/kota

28

Jumlah kab/kota dengan
insidence rate DBD
<49/100.000 penduduk

kab/kota

22

29

Jumlah kab/kota dengan
prevalensi rate kusta
<1/10.000 penduduk

kab/kota

18
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30

Jumlah kab/kota endemis
dengan kematian karena
rabies=0

kab/kota

31

Jumlah kab/kota yang
melaksanakan pemberian
obat pencegahan massal
kecacingan pada anak usia
1-12 tahun dengan
cakupan 75%

kab/kota

22

32

Jumlah kab/kota dengan
puskesmas yang
mempunyai Layanan
Rehidrasi Oral Aktif /LROA
> 60%

kab/kota

22

33

Jumlah kab/kota dengan
imunisasi dasar lengkap
>90%

kab/kota

34

Jumlah kab/kota yang
memiliki regulasi Kawasan
Tanpa Rokok

kab/kota

35

Jumlah kab/kota dengan
desa/kelurahan yang
melakukan POSBINDU
PTM >50%

kab/kota

13

36

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
pelayanan deteksi dini
kanker pada perempuan
dengan metode IVA dan
sadanis >20%

kab/kota

13

37

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
melakukan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai
kriteria >20%

kab/kota

18

38

Jumlah kab/kota yang
melakukan respon
penanggulangan terhadap
signal KLB >80%

kab/kota

22

39

Persentase KLB ditangani
kurang dari 24 jam

%

100
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40

Persentase ketersediaan
fasilitas kesehatan di
pariwisata estate

% 64

Pencapaian reformasi
birokrasi :

41

Persentase Standar
Operasional Prosedur
/SOP yang disusun dan
dijalankan

% 100

42

Persentase Standar
Pelayanan Publik/SPP yang
disusun dan dijalankan

% 100

43

Persentase penyerapan
dana anggaran dan
pendapatan belanja
daerah (APBD)

% 95

44

Persentase realisasi
pendapatan terhadap
target

% 100

45

Inovasi yang dilaksanakan

inovasi 1

46

Pembangunan zona
integritas

% 100

47

Status laporan keuangan

Status WTP

48

Nilai SAKIP

Skor B

Peningkatan capaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Kesehatan

49

Persentase capaian SPM
Kesehatan Provinsi

% 100

50

Fasilitasi peningkatan
capaian SPM kesehatan
kab/kota

% 100

Peningkatan cakupan
kepemilikan dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil :

51

Cakupan kepemilikan KTP
elektronik untuk
penduduk wajib KTP

% 40

LKIP
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52

Cakupan penduduk <17
tahun memiliki kartu
identitas anak

%

40

53

Cakupan anak 0-18 tahun
memiliki akta kelahiran

%

80

54

Pemanfaatan Data
Kependudukan
(Perjanjian Kerjasama
dengan Perangkat
Daerah)

Dokumen

MoU
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BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan
dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai Vvisi, misi yang
telah ditetapkan Renstra.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian,
evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara
menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran stategis
organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas
Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk
melaksanakan  pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya
mengimplementasikan tujuan dan sararan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperanjikan dalam
Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode

yang digunakan adalah pengukuran kinerja.

A. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan
kewajiban  suatu instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang
diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari
tujuan dan sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam menjalankan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya

mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
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Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan
realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Acuan untuk menilai kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi NTT adalah Renstra dan Penetapan Kinerja 2020, sedangkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan
kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.
Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan metode :
PENGUKURAN KINERJA
1. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut:
a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus .

Realisasi

Capaian indikator kinerja = —— x 100%

Rencana

b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya Kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya Kkinerja,
digunakan rumus:

Rencana — (Realisasi — Rencana)

Capaian indikator = x 100%
Kinerja Rencana

Atau:

(2 x Rencana) — Realisasi

Capaian indikator Kinerja = x 100%

Rencana

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020 20




Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran
untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator
kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan
dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari
kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian Kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing
indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

e X >85% : Sangat Berhasil
e 70%<X<85% : Berhasil

e 55%<X<70% : Cukup Berhasil
e X <55% : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Provinsi
NTT tahun 2020 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator |
Penurunan Kasus Gizi pada Balita

Indikator ini bertujuan untuk menurunkan persentase balita stunting, wasting dan
underweight sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi masyarakat. Upaya perbaikan
gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang No. 36 tahun 2009
bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain
melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan
peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan
ilmu dan teknologi.

Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus balita stunting, wasting dan
underweight. Menurut WHO ada dua penyebab langsung terjadinya gizi buruk dan
gizi kurang, yaitu:

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020 21



http://www.lusa.web.id/tag/faktor/
http://www.lusa.web.id/gizi-buruk/

1. Kurangnya asupan gizi dari makanan. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah
makanan yang dikonsumsi atau makanannya tidak memenuhi unsur gizi yang
dibutuhkan karena alasan sosial dan ekonomi yaitu kemiskinan.

2. Akibat terjadinya penyakit yang mengakibatkan infeksi. Hal ini disebabkan oleh
rusaknya beberapa fungsi organ tubuh sehingga tidak bisa menyerap zat-zat
makanan secara baik.

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kasus gizi buruk dan kurang adalah
sebagali berikut :
1. Faktor ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Perilaku dan budaya dalam pengolahan pangan dan pengasuhan asuh anak.
3. Pengelolaan yang buruk dan perawatan kesehatan yang tidak memadai.
Pada kasus balita Stunting, gejala klinis yang bisa dijumpai pada anak adalah berupa
proporsi tubuh terlihat normal tapi anak tersebut terlihat kecil dibanding anak yang
seusianya, berat badan rendah untuk anak seusianya,proporsi lemak dan tinggi badan
tidak tepat, pertumbuhan tulang tertunda. Gejala klinis balita Wasting seperti berat
badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan. Sedangkan gejala klinis underweight
secara garis besar bisa terlihat dari berat badan anak tidak sesuai dengan umurnya.

Program-program yang mendukung indikator ini adalah Program Perbaikan Status

Gizi lIbu, Bayi dan Balita. Indikator ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.

4.010.167.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.010.166.789,- atau sebesar 98,67%.

Dengan kategori Sangat Berhasil

Tabel 4.
Capaian Indikator Penurunan Kasus Masalah Gizi
. o Tahun 2020 Capaian
No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)
1 Perse_ntase balita % 308 335 24,2 127.8
stunting
2 Persgntase balita % 8.0 105 77 126.7
wasting
3 Persenta§| balita % 202 238 18.0 124.4
underweight
Rata-Rata % 124.9 126,3
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Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja indikator ini dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Penurunan Persentase Balita Stunting
Persentase balita stunting tahun 2019 dengan capaian sebesar 30,8%. Tahun
2020, target penurunan persentase balita stunting sebesar 33,5%, realisasi sebesar
24,2%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 terdapat selisih secara positif
(+) 9,3%, sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka
terdapat selisih secara positif (+) 6,6%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan
persentasi balita stunting sudah sesuai target yang direncanakan dan semoga
dapat diturunkan sedekat mungkin dengan target Presiden Jokowi sebesar 14%.
Untuk mencapai target nasional, masih terdapat kendala yakni belum optimalnya
layanan ANC pada ibu hamil, pola asuh bayi dan balita yang salah karena ibu
bekerja dan/atau nenek/oma yang merawat bayi karena ibu bekerja, Ibu hamil
yang Kurang Energi Kronis (KEK), serta penyakit Infeksi.

b. Penurunan Persentase Balita Wasting
Persentase balita Wasting tahun 2019 dengan capaian sebesar 8,0%. Tahun 2020,
target yang direncanakan 10,5% dengan realisasi sebesar 7,7%. Dari data diatas,
diperoleh informasi bahwa selisih realisasi dibanding target tahun 2020
meningkat secara positif sebesar (+) 2,8%, sedangkan realisasi tahun 2020
dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat selisih peningkatan secara positif
sebesar (+) 0,3%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah sesuai target.

c. Penurunan Persentase Balita Underweight
Persentase balita Underweight tahun 2019 dengan capaian 20,2%. Tahun 2020
direncanakan target penurunan menjadi 23,8%, dengan realisasi sebesar 18,0%.
Dari data diatas, diperoleh informasi bahwa selisih realisasi dibanding target
tahun 2020 meningkat secara positif sebesar (+) 5,8%, sedangkan realisasi tahun
2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat peningkatan secara positif
sebesar (+) 2,2%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi sudah sesuai target.
Penurunan persentase yang signifikan dari 3 indikator di atas dipengaruhi dengan
dukungan anggaran pada APBD dan APBN yang mengisyaratkan adanya

kerjasama lintas sektor dalam upaya penurunan angka stunting, wasting dan
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underweight, sedangkan tantangan yang dihadapi adalah perlu peningkatan
layanan dasar, baik itu layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan
maupun layanan pendukung lainnya misalnya ketahanan pangan rumah tangga
yang mendukung keluarga dalam mempertahankan kecukupan kebutuhan rumah
tangga sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mampu berkolaborasi
dalam penurunan persnetase balita stunting, wasting, dan underweight sesuai
target Renstra Dinas Kesehatan dan target RPJMD.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator Kinerja sasaran

“Penurunan kasus masalah gizi” adalah sebesar 124,9% atau dikategorikan

Sangat Berhasil karena capaian >85%.

Indikator 2
Penurunan Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Strategi Revolusioner yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk menurunkan kematian ibu dan bayi di Nusa Tenggara Timur adalah
Strategi Revolusi KIA NTT. Strategi revousioner ini diawali dengan penetapan
sebuah kebijakan melalui “Peraturan Gubernur NTT No 42 tahun 2009 tentang
Revolusi KIA di Provinsi NTT”. Dalam Peraturan Gubernur tersebut Revolusi KIA
didefinisikan sebagai salah satu bentuk upaya percepatan penurunan kematian ibu
karena hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa
melalui persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai. Strategi Revolusi KIA
NTT dilaksanakan melalui optimalisasi pemenuhan dan pemanfaatan fasilitas
kesehatan yang memadai dan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Karena itu, setiap ibu dan bayi, tanpa membedakan suku, agama, status sosial
ekonomi dan orientasi politik, memiliki hak yang sama untuk melahirkan dan
dilahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai.

Program dalam DPA Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang mendukung indikator ini
adalah Program Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan yang memuat
didalamnya anggaran kegiatan lintas bidang dalam upaya menurunkan angka

kematian ibu, bayi dan balita.
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Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Penurunan Kasus Kematian Ibu dan Anak

. N Tahun 2020 Capaian

No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)

1 :Ef’“s Kematian —\ osus 98 0 176 204

2 KasusKematian oo g2 0 664 1192
Bayi

3 KasusKematian (oo g3 0 97 83,1
Balita

Rata-Rata 51,4 74,3

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja indikator ini dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Kasus kematian ibu
Dari data angka kematian ibu per kabupaten/kota, diperoleh informasi bahwa
jumlah total kasus kematian ibu di NTT tahun 2020 sebanyak 176 kasus jika
dibandingkan dengan target RPJMD/Renstra sebesar 0 kasus. Jika dibandingkan
dengan tahun 2019, jumlah kasus kematian ibu tahun 2020 mempunyai selisih
secara negatif sebesar (-) 78 kasus. Jika dilihat dari capaian kinerja, kematian ibu
masih < 55% atau belum berhasil.

b. Kasus Kematian Bayi
Dalam upaya penurunan kematian bayi, tahun 2020 kabupaten/kota di NTT masih
menyumbang angka total kasus kematian sebesar 664 kasus. Jika dibandingkan
dengan target RPJMD/Renstra sebesar 0 kasus, maka masih belum
menggembirakan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka kematian mampu
ditekan secara positif (+) sebesar 158 kasus, sehingga jika dihitung capaian
Kinerja sebesar 119,2% atau dikatakan sangat berhasil karena nilai capaian >
85%.

c. Kasus Kematian Balita
Jumlah kasus kematian balita pada tahun 2020 sebesar 97 kasus, naik secara
negative sebanyak (-) 97 kasus dibandingkan dengan target 2020 sebesar 0 kasus.

Jika dibandingkan dengan kasus kematian tahun 2019, terdapat selisih secara
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negative sebesar (-) 14 kasus. Nilai capaian jika dibandingkan dengan tahun 2019

maka nilai capaian sebesar 83,1% atau dapat dikatakan berhasil karena capaian

berada diantara 70-85%.
Faktor yang mendukung indikator ini adalah : adanya ketersediaan anggaran daam
upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan maupun kader posyandu. Juga
ditunjang dengan regulasi tentang penyelenggaraan KIA (Perda KIA no 1 Tahun
2019), pelatihan Terupdate kompetensi nakes sudah mulai ditingkatkan, pemerintah
daerah sudah berpihak terhadap program KIA (sarana dan prasarana sudah mulai
memadai). Sedangkan faktor yang menghambat adalah : menurunnya kuantitas dan
kualitas ANC karena rendahnya kunjungan bumil. Kendala Covid 19, Akses
pelayanan ke faskes bagi ibu2 hamil d desa masih menjadi masalah, penyebab
kematian pada ibu didominasi oleh perdarahan, HDK dan Infeksi, kekurangan tenaga
dokter dan dokter spesialis pada level Puskesmas dan RS di kabupaten, Terlambat
pengambilan keputusan rujuk oleh keluarga, BBLR DAN ASFIKSIA pada bayi juga
salah satu faktor utama, Belum maksimalnya Pelaksanaan Program MTBS di
puskesmas (utk kematian bayi), SDM nakes banyak yg belum terupdate pelatihan
memadai karena alas an anggaran tidak mencukupi.
Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja
sasaran “Penurunan kasus kematian ibu dan anak” adalah sebesar 74,3% atau

dikategorikan Berhasil karena nilaia capaian berada di antara 70-85%.

Indikator 3
Peningkatan Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi

Salah satu masalah utama dalam pembangunan kesehatan di NTT adalah masih
sulitnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, agar pelayanan
kesehatan dapat lebih menjangkau seluruh masyarakat maka diperlukan peningkatan
akses, mutu dan jumlah pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan dasar
maupun rujukan. Peningkatan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit sangat diperlukan
untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun tentu saja
peningkatan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit juga harus didukung dengan
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peningkatan mutu pelayanan.
Tabel 5
Capaian Indikator Peningkatan Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi

Tahun 2020 Capaian

No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)

1 Persentase
Puskesmas % 87,77 80 88,50 110,6
terakreditasi

2 Persentase Rumah 0
Sakit terakreditasi o461 8 84,91 99,9

Rata-Rata 115,6 105,25

Penjalasan atas masing-masing indikator dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Persentase Puskesmas Terakreditasi
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama/Puskesmas di Provinsi NTT tahun
2020 adalah sebanyak 418 unit, dengan rincian 200 unit Puskesmas Rawat Inap
dan 218 unit Puskesmas Non Rawat Inap. Dari 418 Puskesmas yang melayani di
22 Kabupaten/Kota, 88,5% telah terakreditasi dengan berbagai tingkatan
akreditasi atau sebanyak 368 Puskesmas yang telah diakreditasi. Jumlah
Puskesmas bertambah sedangkan jumlah Puskesmas terakreditasi tidak
bertambah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.02.01/MENKES/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit
Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19, maka segala kegiatan persiapan dan
survei akreditasi ditiadakan, fasilitas pelayanan kesehatan yang masa
akreditasinya berakhir otomatis diperpanjang sampai 1 tahun setelah status
COVID-19 sebagai bencana nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

b. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan resmi dari pemerintah kepada rumah
sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan wajib dilakukan oleh
semua rumah sakit di Indonesia. Setiap rumah sakit memilki kewajiban

diakreditasi minimal 3 tahun sekali. Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai
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cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit dengan penetapan
standar-standar mutu pelayanan. Penilaian akreditasi di Indonesia dilakukan oleh
lembaga independen yang diakui oleh pemerintah yaitu Komisi Akreditasi
Rumah Sakit (KARS) dan Joint Commission International (JCI). Tujuan
akreditasi rumah sakit menurut Permenkes No.12 tahun 2012 tentang Akreditasi
Rumah Sakit pasal 2 yaitu akreditasi rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan
mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit,
meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia
rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi dan mendukung program
Pemerintah di bidang kesehatan. Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan
terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu
memenubhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu
pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan, hal ini tercantum dalam
Permenkes No.12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit pasal 1.

Lembaga independen penyelenggara akreditasi dapat berasal dari dalam maupun
luar negeri yang diatur dalam Kepmenkes No 428 tahun 2012 tentang Penetapan
Lembaga Independen Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia. Komisi
Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan lembaga independen dalam negeri
sedangkan Joint Commission International (JCI) merupakan lembaga akreditasi
luar negeri yang dapat menyelenggarakan akreditasi rumah sakit di Indonesia.
Akreditasi rumah sakit adalah hal yang wajib dilaksanakan dan diperlukan
sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu suatu rumah sakit dengan
penetapan standar-standar mutu pelayanan.

Jumlah Rumah Sakit bertambah sedangkan jumlah Rumah Sakit terakreditasi
tidak bertambah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Rl Nomor :
HK.02.01/MENKES/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit
Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19, maka segala kegiatan persiapan dan
survei akreditasi ditiadakan, fasilitas pelayanan kesehatan yang masa

akreditasinya berakhir otomatis diperpanjang sampai 1 tahun setelah status
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COVID-19 sebagai bencana nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. Jumlah Rumah Sakit yang sudah
terakreditasi sebanyak 45 Rumah Sakit dari total 53 Rumah Sakit.
Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
“Peninngkatan Cakupan Fasilitas Kesehatan Terakreditasi” adalah sebesar
105,25% atau dikategorikan Sangat Berhasil karena nilai capaian >85%.

Indikator 4
Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk dapat juga dilihat dari angka kesakitan (morbiditas)
yang menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang menyebabkan terganggunya
kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah
tangga maupun aktifitas lainnya. Keluhan yang dimaksud mengindikasikan adanya
jenis penyakit tertentu yang dirasakan penduduk. Semakin tinggi angka morbiditas,
maka semakin banyak penduduk mengalami gangguan kesehatan. Untuk itu harus
diusahakan agar status derajat kesehatan masyarakat harus makin baik dari tahun ke
tahun. Konsekuensi dari membaiknya status kesehatan penduduk antara lain
penduduk menjadi lebih produktif dalam bekerja, juga biaya kesehatan yang harus
dikeluarkan berkurang.

Program peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dalam kegiatan-
kegiatan pada bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit (P2P) berfokus pada upaya
prevent, detect, respond sebagai bagian upaya promotif, preventif tanpa mengabaikan
upaya kuratif dan rehabilitative. Tujuan pencegahan pengendalian penyakit adalah
mengeliminasi dan mengeradikasi penyakit dari muka bumi, yang telah dibuat pada

kesepakatan tingkat global, regional maupun nasional.

Tabel 6
Capaian Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan
No Ind_ikat_or Satuan Tahun 2020 _— Capaian
Kinerja 2019 Target Realisasi (%)
1  Persentase kasus % 487 50 51 102,0

HIV yang
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Indikator Satuan Tahun 2020 Capaian
Kinerja 2019 Target Realisasi (%)
diobati

2  Angka
Penemuan
pasien baru TBC % 39 65 12,2 18,8
BTA positif
(CDR) TBC

3 Jumlah kab/kota
dengan angka
keberhasilan
pengobatan
(success rate)
TBC >85%

4 Jumlah kab/kota
eliminasi Kab/kota 0 5 2 40,0
malaria

5 Jumlah kab/kota
dengan
insidence rate
DBD
<49/100.000
penduduk

6 Jumlah kab/kota
dengan
prevalensi rate Kab/kota 16 18 14 77,8
kusta <1/10.000
penduduk

7 Jumlah kab/kota
endemis dengan
kematian karena
rabies = 0

8 Jumlah kab/kota
yang
melaksanakan
pemberian obat
pencegahan
massal
kecacingan pada
anak usia 1-12
tahun dengan
cakupan 75%

9 Jumlah kab/kota

dengan Kab/kota 22 22 22 100,0

puskesmas yang

No

Kab/kota 13 14 4 28,6

Kab/kota 13 22 9 40,9

Kab/kota 4 7 7 100,0

Kab/kota 22 22 22 100
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No

10

11

12

13

14

15

16

Indikator

Kinerja
mempunyai
layanan LROA
>60%
Jumlah kab/kota
dengan
imunisasi dasar
lengkap >90%
Jumlah kab/kota
yang memiliki
regulasi
kawasan tanpa
rokok
Jumlah kab/kota
dengan
desa/kelurahan
yang melakukan
POSBINDU
PTM >50%
Jumlah kab/kota
yang memiliki
puskesmas
pelayanan
deteksi dini
kanker pada
perempuan
dengan metode
IVA dan sadanis
>20%
Jumlah kab/kota
yang memiliki
puskesmas yang
melakukan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai kriteria
>20%
Jumlah kab/kota
yang melakukan
respon
penanggulangan
terhadap signal
KLB >80%
Persentase KLB

Satuan

Kab/kota

Kab/kota

Kab/kota

Kab/kota

Kab/kota

Kab/kota

%

Tahun
2019

11

21

13

22

100

2020

Target

13

13

18

22

100

Realisasi

11

14

13

13

22

100

Capaian
(%)

55,6

107,7

107,7

100,0

72,2

100

100
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Indikator Tahun 2020 Capaian

No Satuan

Kinerja 2019  Target Realisasi (%)
ditangani kurang
dari 24 jam

Rata-Rata 101,1 79,1

Penjelasan atas masing-masing indikator digambarkan sebagai berikut :

a. Persentase kasus HIV yang diobati
Dari data diatas, diperoleh informasi bahwa target tahun 2020 yang direncanakan
sebesar 50% dengan realisasi sebesar 51%, terjadi peningkatan dibandingkan
dengan tahun 2019 yang terealisasi sebesar 48,7% atau naik positif sebesar (+)
2,3%. Tantangan yang dihadapi yakni masih adanya RS dan puskesmas di
kabupaten yang belum melakukan pelayanan pemeriksaan HIV yakni belum
semua kabupaten memiliki Layanan Rujukan ODHA (Yang belum : Kabupaten
Rote Ndao, Malaka, Kab. Kupang, TTS dan Alor), serta tidak semua layanan
mengirimkan laporan penanggulangan HIV melalui aplikasi SIHA. Artinya
advokasi program penanggulangan HIV AIDS perlu ditingkatkan, Perluasan
layanan, peningkatan kapasitas, pendistribusian logistic yang memadai karena
peningkatan kasus makin meningkat.

b. Angka Penemuan pasien baru TBC BTA positif (CDR) TBC
Dari tabel diatas, diperoleh informasi bahwa target tahun 2020 indikator angka
penemuan pasien baru TBC BTA positif (CDR) TBC sebesar 65% dengan
realisasi sebesar 12,2%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar
39%, terjadi penurunan Kkinerja secara negative sebesar (-) 26,8%. Hal ini
disebabkan belum semua faskes melapor menggunakan aplikasi SITB, SITT,
selain itu juga beban ganda petugas TB dengan covid-19, penggunaan Tes Cepat
Molekuler untuk periksa TB masih rendah karena prioritas difokuskan untuk
upaya penjaringan pasien covid-19 yang masuk wilayah Puskesmas.

c. Jumlah kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success rate) TBC
>85%
Jumlah kabupaten/kota dengan Angka keberhasilan pengobatan TB (Success
Rate) lebih dari 85% tahun 2020 dari target 14 kabupaten/kota dengan capaiannya
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4 kabupaten/kota, sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 13 kabupaten atau
kinerja tahun 2020 turun secara negative sebesar (-) 9 kabupaten dibandingkan
tahun 2019. Penyebabnya belum semua faskes melapor menggunakan aplikasi
SITB, SITT, pemantauan petugas untuk pasien dimasa pandemi sulit (pasien
tidak datang kontrol ke fasyankes), pelacakan kasus mangkir belum optimal.
Untuk itu, perlu dengan adanya covid-19 maka sekalian penjaringan ulang pasien
dengan kasus mangkir.
d. Jumlah kab/kota eliminasi malaria
Target tahun 2020 sebesar 5 kab/kota dengan realisasi sebesar 2 kab/kota yakni
Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan dibandingkan dengan
realisasi tahun 2019 yang tidak ada atau O kab/kota, maka capaian tahun 2020
dikatakan berhasil karena ada 2 kab/kota yang telah ditetapkan sebagai
kabupaten/kota eliminasi malaria. Namun jika dibandingkan dengan target tahun
2020, maka belum mencapai target karena Penilai merupakan Tim yang ditunjuk
oleh Kemenkes, adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses penilaian
untuk kabupaten yang memenuhi syarat dan diusulkan untuk dinilai mengalam
penundaan, penjadwalan ulang pelaksanaan penilaian kabupaten dilakukan di
Bulan November (secara virtual) dan Desember (Kunjungan Tim ke lapangan)
2020. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yakni terus melakukan koordinasi
dengan Tim Penilai Kemenkes karena penilai berada disana.
e. Jumlah kab/kota dengan insidence rate DBD <49/100.000 penduduk

Indicator program Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah jumlah
Kabupaten/kota dengan Insidens Rate (IR) <49/100.000 penduduk. Provinsi NTT
menargetkan tahun 2020 Insidens Rate (IR) < 49/100.000 adalah 22
Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar hanya 9 kabupaten/kota. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 13 kabupaten/kota, maka
terjadi penurunan realisasi secara negative sebesar (-) 4 kabupaten. Penyebab
penurunan realisasi karena ~masyarakat belum maksimal melakukan
PSN,Dukungan pemerintah masih rendah utk menggerakkan masyarakat, petugas
kesehatan belum berkoordinasi dengan baik antar lintas sektor dan lintas

program, faskes tingkat pertama belum mempunyai peralatan lab. utk DBD,
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dukungan Pemerintah daerah utk pengadaan logistik DBD masih kurang sehingga
Kabupaten masih berharap Provinsi.

Tantangan yang dihadapi : Pemerintah harus berperan aktif menggerakkan
masyarakat dalam PSN dan menyediakan logistik dan peralatan lab, perlunya
peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana DBD,petugas
kesehatan berkolaborasi dengan lintas sektor dan lintas program dalam
pencegahan dan pengendalian DBD. Upaya yang sudah dilakukan Provinsi
Distribusi logistik ke Kab/Kota, peningkatan kapasitas DBD 5 Kab/Kota,
Instruksi Gubernur tentang pencegahan dan pengendalian DBD, Pembentukan
tim satgas DBD tingkat Provinsi, Virtual, talkshow, radio spot tentang DBD.
Untuk terjadinya perubahan perilaku maka dibutuhkan komitmen yang kuat dan
seluruh stakeholder untuk dilakukan secara berkesinambungan dan terus-
menerus.

f. Jumlah kab/kota dengan prevalensi rate kusta <1/10.000 penduduk
Target tahun 2020 untuk indicator kab/kota prevalensi rate kusta <1/10.000
penduduk sebesar 18 kabupaten/kota. Realisasi tahun 2020 sebesar 14
kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi sebesar 16
kabupaten/kota, kinerja menurun secara negative sebesar (-) 2 kabupaten.
Penyebabnya antara lain : belum semua tenaga di Puskesmas dilatih tentang
kusta, masih rendahnya sanitasi dan hygienis masyarakat, masih adanya stigma di
masyarakat bahwa kusta adalah penyakit kutukan, keturunan dan memalukan
sehingga harus dikucilkan, serta masih rendahnya PHBS. Intinya ada kembali
dari perilaku dan pemahaman masyarakat sendiri. Sehingga diperlukan
perencanaan pelatihan untuk tenaga kesehatan puskesmas yang belum dilatih,
mendistribusikan buku pedoman kusta dan frambusia, meningkatkan promosi
kesehatan.
g. Jumlah kab/kota endemis dengan kematian karena rabies = 0

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tertular rabies sejak tahun 1997, oleh
anjing yang dibawa dari Pulau Buton ke Flores bagian timur, kemudian menyebar
ke seluruh pulau Flores. Kasus gigitan oleh anjing rabies terjadi pada 9 kabupaten

di wilayah Flores dimulai pada Kabupaten Manggarai Barat sampai pada
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Kabupaten Lembata. Tahun 2020 target penanganan 7 kabupaten dengan realisasi
7 kabupaten atau terealisasi 100%. Dari 9 kabupaten, masih terdapat 2 kabupaten
dengan kasus kematian akibat gigitan anjing rabies yakni 2 kasus pada Kabupaten
Nagekeo dan 3 kasus pada Kabupaten Manggarai. Jika dibandingkan dengan
tahun 2019, realisasi sebesar 4 kabupaten, artinya terjadi peningkatan kinerja
secara positif sebesar (+) 3 kabupaten.

h. Jumlah kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal
kecacingan pada anak usia 1-12 tahun dengan cakupan 75%

Seluruh kabupaten/kota dalam mencegah kecacingan pada anak usia 1-12 tahun
telah melakukan pemberian massal setahun 2 kali, bulan Februari dan Agustus.

i. Jumlah kab/kota dengan puskesmas yang mempunyai layanan LROA >60%
Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki Layanan Rehidrasi Oral Aktif tahun 2020
berjumlah 22 Kabupaten/Kota. Dari 417 Puskesmas yang sudah aktif LROA 335
dan belum 80 puskesmas. Belum aktif karena ruangan tidak tersedia dan petugas
kurang. Beberapa alternatif cara mengatasi puskesmas yang belum aktif yakni
dengan mengintegrasi dengan ruangan MTBS, Poli anak, serta Penambahan
petugas atau petugas MTBS dapat melakukan kegiatan LROA bagi penderita
diare.

J. Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) >90%

Indicator program Imunisasi adalah Jumlah Kabupaten/Kota dengan Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL) >90%. IDL merupakan salah satu indikator kinerja utama
Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi
NTT sehingga perlu dilakukan berbagai upaya dari segi supply maupun segi
demand dalam mencapai target yang telah ditentukan. Target tahun 2020 untuk
indicator Jumlah kab/kota dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) >90% sebesar 9
kabupaten/kota. Realisasi tahun 2020 sebesar 5 kabupaten/kota. Hal ini
disebabkan oleh sasaran dan proyeksi Pusdatin lebih tinggi sasaran real,
pencatatatan dan pelaporan imunisasi tidak valid, pemanfaatan PWS tingkat
Puskesmas masih rendah, orang tua anak tidak datang ke tempat pelayanan
imunisasi karena takut covid-19, kurangnya koordinasi lintas sector dan lintas

program, penggantian pengelola imunisasi tingkat puskesmas/dinkes yang tinggi,
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angka drop out sasaran imunisasi yang tinggi. Berbagai tindakan yang telah
dilakukan untuk menyelesaikan masalah IDL ini yakni Membuat Surat Edaran
Gubernur untuk Bupati/Walikota tanggal 10 Agustus 2020 tentang pelaksanaan
imunisasi yang wajib dalam masa pandemic, melakukan pertemuan berupa virtual
meeting untuk sosialisasi surat edaran Kemenkes, Kemendagri, Kemendikbud RI
tentang dukungan pelaksanaan BIAS pada masa Pandemi Covid -19, evaluasi
cakupan program imunisasi setiap bulan, berupa surat umpan balik dari Kepala
Dinas kesehatan Provinsi NTT, Meningkatkan edukasi kepada khalayak umum
melalui penyebaran media KIE dalam bentuk video dan foto yang disebarluaskan
ke media social, Melakukan pertemuan di desa lokus Stunting dalam upaya
melengkapi status imunisasi anak.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 4 kabupaten/kota, maka
realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan realisasi secara positif sebesar (+) 1
kabupaten.

k. Jumlah kab/kota yang memiliki regulasi kawasan tanpa rokok

Pemerintah melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 109
Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan telah mewajibkan pemerintah daerah untuk
menetapkan KTR di wilayahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah
(Perda) atau peraturan perundang-undangan daerah lainnya. KTR ini meliputi:
fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak
bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat
lain yang ditetapkan. Target tahun 2020 sebesar 11 kabupaten/kota yang memiliki
regulasi KTR, dan capaian sebesar 122,2%. Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2019 sebesar 11 kabupaten/kota, maka kinerja baik bagi kabupaten/kota.
Dengan pencapaian yang luar biasa tersebut, masihi terdapat tantangan yang
dihadapi yakni Terdapat Kabupaten yang belum memiliki regulasi KTR,
Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Regulasi KTR namun Implementasi
belum maksimal, Dana Pajak Rokok di setiap Kab/Kota belum sepenuhnya
digunakan dalam mendukung penetapan Peraturan Daerah dan implementasi

KTR, Belum adanya penganggaran untuk review implementasi KTR, Kurangnya
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sosialisasi Peraturan Daerah tentang KTR, Belum terbentuknya Tim Penegakan
KTR yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Satpol PP, dan
Bagian Hukum di tingkat Kab/kota atau Provinsi.

I. Jumlah kab/kota dengan desa/kelurahan yang melakukan POSBINDU PTM
>50%
Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini,
monitoring dan tindak lanjut faktor risiko PTM secara mandiri dan
berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangkan sebagai bentuk kewaspadaan dini
masyarakat dalam mengendalikan faktor risiko PTM karena pada umumnya
faktor risiko PTM tidak bergejala dan seringkali masyarakat datang ke fasilitas
pelayanan kesehatan dalam keadaan komplikasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan
pencegahan faktor risiko PTM dapat dilakukan sejak dini dan kejadian PTM di
masyarakat dapat ditekan. Saat ini Posbindu PTM di Provinsi NTT yang tersebar
di 22 Provinsi sebanyak 1.357 posbindu. Target tahun 2020 sebesar 13
kabupaten/kota yang memiliki desa/kelurahan POSBINDU PTM >50%, dengan
realisasi sebesar 14 kabupaten/kota. Jika realisasi tahun 2020 dibanding dengan
capaian tahun 2019 sebesar 9 kabupaten/kota maka terdapat peningkatan secara
positif sebesar (+) 5 kabupaten.

m. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas pelayanan deteksi dini kanker pada
perempuan dengan metode IVVA dan sadanis >20%
Dari 418 jumlah puskesmas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat
293 Puskesmas yang memberikan pelayanan IVA dengan jumlah tenaga
kesehatan yang belum memadai jika dibandingkan dengan Jumlah sasaran IVA
(wanita berusia 30-50 tahun) dalam kabupaten. Dengan semakin mengertinya
ibu-ibu akan bahaya kanker cerviks, maka tahun 2020 dengan target sebanyak 13
kabupaten/kota melakukan pemeriksaan menggunakan meotde IVA pada
perempuan dan sadanis >20% dengan realisasi sebesar 13 kabupaten/kota. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 21 kabupaten/kota terjadi
penurunan kinerja secara negative sebesar (-) 8 kabupaten. Hal ini disebabkan
karena belum semua kabupaten/kota, puskesmas memiliki komitmen yang sama

dalam rangka pelayanan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode VA test
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yang dilakukan di puskesmas sesuai jadwal rutin, Masyarakat (perempuan usia 30
-50 tahun) masih merasa enggan untuk datang melakukan pemeriksaan IVA test
dan pemeriksaan SADANIS di tingkat puskesmas, Belum semua kabupaten/ kota
puskesmas memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan deteksi dini
seperti alat crioterapy, gas CO2 dan NO2 dan juga Spekulum.

n. Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai kriteria >20%
Target tahun 2020 untuk indicator Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas
yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20% sebesar 18
kabupaten/kota, dengan realisasi sebesar 13 kabupaten/kota. Hal ini disebabkan
olen Anggaran untuk pelatihan tingkat provinsi yang sudah dianggarkan dalam
APBN Tahun 2020 dipangkas dan dialokasikan untuk penganggran penanganan
Covid 19, belum semua Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk kegiatan
pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan kasus gangguan jiwa bagi tenaga
kesehatan sehingga bisa mendongkrak capaian Kkinerja provinsi, khusus
Kabupaten Sabu Raijua, belum ada tenaga kesehatan terlatih pelayan kesehatan
jiwa dikarenakan dari Dinas Kesehatan Sabu Raijua bersurat ke Dinas Kesehatan
Provinsi untuk menolak menghadiri undangan kegiatan orientasi deteksi dini dan
penatalaksanaan kasus gangguan jiwa dengan alasan tingginya kasus penularan
Covid 19 di Kota Kupang. Upaya yang telah dilakukan yakni dengan melakukan
pelatihan/orientasi deteksi dini melalui penganggaran yang bersumber dari dana
APBD I yang sudah ada di dalam DPA Tahun 2020, Kegiatan pelatihan/orientasi
ini juga bisa dianggarkan dalam APBD Il sehingga kegiatan pelatihan/orientasi
dapat dilakukan di tingkat Kab/Kota dengan jumlah peserta yang jauh lebih
banyak. Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 dengan capaian tahun 2019
sebesar 13 kabupaten/kota, terlihat kinerja yang konsisten karena pencapaian
tahun 2019 dan 2020 yang sama.

0. Jumlah kab/kota yang melakukan respon penanggulangan terhadap signal KLB
>80%
Saat ini KLB penyakit menular berpotensi wabah masih menjadi salah satu

masalah kesehatan dan isu prioritas yang harus segera di tanggulangi di Provinsi
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NTT. Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular potensi wabah dapat dicegah
apabila system kewaspadaan dini berperan optimal. Saat ini telah ada instrument
Early Warning Alert and Respon System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan
Dini dan Respons (SKDR) yang berbasis Website. Aplikasi EWARS merupakan
tools Sistem Kewaspadaan Dini KLB yang dapat memantau perkembangan trend
suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode
mingguan) dan mampu segera memberikan sinyal peringatan (alert) bila kasus
tersebut melebihi nilai ambang batas, dan perlu dilakukan respons cepat. Dengan
menjalankan aplikasi ini secara optimal maka unit surveilans baik di puskesmas
maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melihat trend penyakit menular
periode mingguan sehingga dapat menilai apakah pada minggu tersebut ada
peningkatan kasus yang mengarah ke KLB atau tidak dan mendorong petugas
surveilans untuk segera melakukan respon cepat atau penyelidikan epidemiologi
awal. Tahun 2020 indikator ini mempunyai target 22 kab/kota dan terealisasi
100%. Namun tetap mempunyai tantangan yang dihadapi yakni Masih rendahnya
partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan dalam Pemberantasan
Sarang Nyamuk (PSN) untuk mencegah penyakit DBD, dan rendahnya partisipasi
masyarakat untuk memvaksinasi Anjingnya sebagai Hewan Penular Rabies
(HPR), Terbatasnya alat Fogging, Insektisida untuk Pemberantasan VVektor DBD
dan Alat Diagnosa cepat (RDT/Rapid Diagnostik Test), Petugas Fogging di
Kabupaten/Kota masih ada yang salah dalam melaksanakan Fogging, Masyarakat
kurang peduli terhadap efek samping mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan
cara pengolahan makanan yang bersih.
p. Persentase KLB ditangani kurang dari 24 jam

Saat ini KLB penyakit menular berpotensi wabah masih menjadi salah satu
masalah kesehatan dan isu prioritas yang harus segera di tanggulangi di Provinsi
NTT. Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular potensi wabah dapat dicegah
apabila system kewaspadaan dini berperan optimal. Saat ini telah ada instrument
Early Warning Alert and Respon System (EWARS) atau Sistem Kewaspadaan
Dini dan Respons (SKDR) yang berbasis Website. Aplikasi EWARS merupakan

tools Sistem Kewaspadaan Dini KLB yang dapat memantau perkembangan trend
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suatu penyakit menular potensial KLB/wabah dari waktu ke waktu (periode
mingguan) dan mampu segera memberikan sinyal peringatan (alert) bila kasus
tersebut melebihi nilai ambang batas, dan perlu dilakukan respons cepat. Dengan
menjalankan aplikasi ini secara optimal maka unit surveilans baik di puskesmas
maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melihat trend penyakit menular
periode mingguan sehingga dapat menilai apakah pada minggu tersebut ada
peningkatan kasus yang mengarah ke KLB atau tidak dan mendorong petugas
surveilans untuk segera melakukan respon cepat atau penyelidikan epidemiologi
awal. Berdasarkan data Tahun 2020, terdapat 14 kabupaten yang dinyatakan
status KLB, jumlah penderita 4.059 orang, meninggal 55 orang dengan Case
Fatality Rate (CFR) 1.4%. Sumber biaya kegiatan program surveilans berasal
dari APBN dan APBD. Tahun 2020 indikator ini mempunyai target 100% dan
terealisasi 100%. Namun tetap mempunyai tantangan yang dihadapi yakni Masih
rendahntya partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan dalam
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) untuk mencegah penyakit DBD, dan
rendahnya partisipasi masyarakat untuk memvaksinasi Anjingnya sebagai Hewan
Penular Rabies (HPR), Terbatasnya alat Fogging, Insektisida untuk
Pemberantasan Vektor DBD dan Alat Diagnosa cepat (RDT/Rapid Diagnostik
Test), Petugas Fogging di Kabupaten/Kota masih ada yang salah dalam
melaksanakan Fogging, Masyarakat kurang peduli terhadap efek samping
mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan cara pengolahan makanan yang bersih.
Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator Kkinerja sasaran
“Persentase Penduduk Mengalami Gangguan Kesehatan” adalah sebesar 79,1%
atau dikategorikan Berhasil karena nilai capaian berada diantara 70-85%.

Indikator 5
Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Dari jumlah penduduk NTT kondisi 31 Desember 2020 sebesar 5.462.224 jiwa, telah
terdaftar sebanyak 4.681.672 jiwa penduduk atau sebesar 85,71% sebagai peserta
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jaminan kesehatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar
85% maka telah melampaui target dengan selisih 0,71%. Cakupan Jaminan
Kesehatan Masyarakat di NTT dapat dilihat pada tabel dibawah :
Tabel 7
Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2020

Tahun 2020 Capaian

No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)

Cakupan Jaminan

Kesehatan % 84,67 85 85,71 100,8
Masayarakat
Rata-Rata 105,8 100,8

Syarat suatu wilayah mencapai Universal Health Coverage (UHC) jika penduduk
yang ter-cover Jaminan Kesehatan mencapai 95% dari seluruh penduduk di wilayah
tersebut. Provinsi NTT tahun 2020 belum mencapai Universal Health Coverage
(UHC) karena capaian secara provinsi baru mencapai 85,71% Jaminan Kesehatan
Masyarakat, dimana untuk mencapainya cakupan minimal 95% sesuai standar. Untuk
tingkat Kabupaten/Kota, terdapat beberapa Kabupaten yang telah mencapai UHC
yakni Alor, Ende, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Sedangkan
Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Kabupaten Ngada 68,56% dan Nagekeo
dengan cakupan 69,09%. Kendala yang dihadapi yakni Penurunan kemampuan
masyarakat (peserta mandiri) untuk membayar iuran BPJS terkendala COVID-19.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah pengusulan
penambahan kuota peserta Penduduk yang Dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi
NTT. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi cakupan jaminan kesehatan
masyarakat NTT sebesar 84,67%, maka terjadi peningkatan secara positif sebesar (+)
1,47%.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator Kkinerja sasaran
“Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat” adalah sebesar 100,8% atau

dikategorikan Sangat Berhasil karena nilai capaian berada >85%.
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Indikator 6
Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung

Salah satu inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan
akses terhadap pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan
terapung untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir pada
daerah kepulauan. Rencana awal pelayanan fasilitas kesehatan terapung adalah
dengan menyediakan fasilitas kesehatan terapung dalam bentuk puskesmas terapung
yang direncanakan berjumlah tiga unit untuk tiga regional di Provinsi NTT. Namun
sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah, fasilitas kesehatan terapung yang akan
disediakan adalah RS terapung, agar pelayanan kesehatan spesialistik juga dapat
dirasakan bagi masyarakat pesisir di kepulauan yang juga membutuhkan namun
selama ini belum terjangkau. Fasilitas kesehatan terapung pada tahun 2020
direncankan berjumlah 2 unit, namun belum terealisasi karena pada tahun 2020,
pengadaan RS terapung masih dalam proses perencanaan dan pengkajian. Pada tahun
2020 telah dilakukan Feasibility Study (FS), sedangkan karena keterbatasan anggaran
akibat refocusing untuk Covid-19, maka Study Investigasi Design (SID), Detail
Engineering Design (DED), dan Proses awal pengadaan Kapal dan Alat Kesehatan
untuk RS Terapung akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena
itu, perlu diusulkan untuk menyesuaikan dan merubah target “Jumlah Fasilitas
Kesehatan Terapung” dalam dokumen perencanaan daerah yakni RPJMD Provinsi
NTT Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020-
2023 agar sesuai dengan kondisi terkini dalam pembangunan kesehatan Provinsi
NTT. Capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah.
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Tabel 8
Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung Tahun 2020

Tahun 2020 Capaian

No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)

Jumlah Fasilitas

Kesehatan Unit 0 2 0 0
Terapung
Rata-Rata 0 0

Kegiatan Feasibility Study faskes Terapung sudah selesai dilaksanakan.
Direncanakan pada tahun 2021 akan dilanjutkan dengan pengerjaan Study Investigasi
Design (SID), Detail Engineering Design (DED) jika anggaran memungkinkan.
Penyebab SID dan DED belum dilaksanakan karena rencana awal pembiayaan
pengadaan faskes terapung dianggarkan multi-years mulai tahun 2019-2023, namun
akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk NTT, maka terjadi
refocusing anggaran sehingga target pelaksanaan tender menjadi mundur. Rencana
tindak lanjut yang direncanakan yakni perubahan target indikator ini dr 3 unit pada
akhir RPJMD menjadi 1 unit saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka target
capaian masih sama nilainya yaitu 0. Untuk pengadaan faskes terapung tersebut
melewati 3 tahap yaitu Feasibility Study (FS), Study Investigasi Design (SID), Detail
Engineering Design (DED), dan tahun 2020 telah selesai tahap Feasibility Study
(FS), sehingga proses selanjutnya pada SID dan DED.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
“Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung” adalah sebesar 0% atau dikategorikan

Belum Berhasil karena nilai capaian berada <55%.

Indikator 7
Jumlah Flying Health Care

Dalam rangka menjawab misi Gubernur ke-4 pada bidang kesehatan yakni
meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil,

maka dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan disiapkan indikator Jumlah Flying
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Health Care selain indikator Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung. Dengan
mempertimbangkan kesiapan anggaran sehingga yang diprioritaskan untuk
didahulukan adalah Penyediaan Fasilitas Kesehatan Terapung.sehingga untuk tahun

2020 indikator Jumlah Flying Health Care belum dianggarkan dalam dokumen

anggaran.
Tabel 9
Jumlah Flying Health Care Tahun 2020
. o Tahun 2020 Capaian
No Indikator Kinerja ~ Satuan 2019  Target Realisasi (%)

Jumlah Flying :
Health Care Unit 0 . 0 0

Rata-Rata 0 0

Dari data di atas, terlihat bahwa realisasi tahun 2020 masih 0 unit, hal ini disebabkan
oleh sampai dengan tahun 2020 tidak ada penganggaran untuk indikator ini. Upaya
yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi NTT yakni Indikator ini diusulkan
untuk dihapus dalam riview RPJMD mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang
besar untuk pengadaan dan operasional. Untuk unit pelayanan kesehatan bergerak
akan difokuskan pada fasilitas kesehatan terapung. Dari penjelasan di atas
disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Jumlah Flying Health Care”
adalah sebesar 0% atau dikategorikan Belum Berhasil karena nilai capaian berada
<55%.

Indikator 8
Peningkatan Rasio Tenaga Kesehatan

Indikator ini diarahkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau dengan mendorong tersedianya SDM kesehatan yang dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat Upaya pembangunan kesehatan agar
berdaya guna dan berhasil guna dapat tercapai bila kebutuhan sumber daya kesehatan
terpenuhi. Untuk itu, pelayanan dan pembangunan di bidang kesehatan terus

dilaksanakan Pemerintah Provinsi yang ditandai dengan pemeliharaan peningkatan
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pengetahuan dan ketrampilan dari tenaga kesehatan, pembangunan dan Pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan. Harapannya adalah dapat mempermudah dan
mempercepat pelayanan kesehatan kepada mayarakat. Pada sisi lain Pemerintah
Provinsi, terus berupaya meningkatkan rasio dan mutu tenaga kesehatan sehingga

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Tabel 10
Peningkatan Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2020
. . Tahun 2020 Capaian
No Indikator Kinerja Satuan 2019 Target Realisasi (%)
1 Rasio dokter spesialis Per 100.000 45 5 43 86.5
penduduk
2  Rasio dokter umum Per 100.000 116 15 114 76.3
penduduk
3 Rasio dokter gigi Per 100.000 28 4 28 69.2
penduduk
4 Rasio bidan Per 100.000
penduduk 1426 85 96,7 113,8
5 Rasio perawat Per 100.000 1042 154 152.2 98.9
penduduk
6 Rasio perawat gigi Per 100.000 8,05 10 2.9 294
penduduk
7 Rasio Tenaga Gizi Per 100.000
(Nutrisionis) penduduk 132 12 14.5 120.6
8 Rasio sanitarian Per 100.000 114 14 125 890
penduduk
9 Rasio Tenaga Per 100.000
Kesehatan Masyarakat penduduk 16,3 16 17,5 109.4
10 Rasio apoteker Per 100.000 42 3 47 157.9
penduduk
11 Rasio asisten apoteker ~ Per 100.000 76 12 9.9 82.2
penduduk
12 Rasio Tenaga Laboran  Per 100.000 12.2 5 135 2705
penduduk
Rata-Rata 119,7 108,6

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 12 Tenaga Kesehatan yang ada di NTT, 8
Tenaga Kesehatan (dokter spesialis, bidan, perawat, tenaga gizi/nutrisionist,
sanitarian, tenaga kesmas, apoteker, dan tenaga laboran) sudah melewati target yang

ditentukan dengan capaian sangat berhasil, 2 Tenaga Kesehatan (dokter umum,
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asisten apoteker) masuk dalam kategori Berhasil, 1 Tenaga Kesehatan (dokter gigi)
masuk pada kategori Cukup Berhasil dan 1 Tenaga kesehatan (perawat gigi) dalam
kategori Belum Berhasil. Sehingga tahun 2020 capaian indikator Peningkatan rasio
tenaga kesehatan Provinsi NTT sebesar 108,6. Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2019 sebesar 119,7 terjadi penurunan secara negative sebesar (-) 11,1. Hal ini
disebabkan karena rasio tenaga kesehatan yang ada dibantu oleh program
Kementerian Kesehatan yaitu Nusantara Sehat, Program Pendayagunaan Dokter
Spesialis (PDS), Intrenship Dokter Umum, yang masa pelayanan 1-2 tahun saja,
sehingga nilai rasio tenaga kesehatan ini dapat berubah sewaktu-waktu.
Penjelasan dari capaian kinerja indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Rasio dokter spesialis
Realisasi rasio dokter spesialis pada tahun 2019 sebanyak 4,5/100.000 penduduk.
Tahun 2020 ditargetkan sebanyak 5/100.000 penduduk dan realisasi sebesar
4,3/100.000 penduduk. Hal ini disebabkan karena adanya program kementerian
Kesehatan Pendidikan Dokter Spesialis (PDS) yang mengisyaratkan dokter
spesialis setelah menyelesaikan pendidikan Spesialisnya, wajib mengabdikan diri
melayani di Rumah Sakit yang dipilih oleh yang bersangkutan dengan pembagian
biaya operasional dengan metode cost-sharing antara Pemprov/Pemda dan
Kementerian Kesehatan, dimana Kementerian Kesehatan menanggung Gaji
dokter tersebut dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menanggung biaya
operasional, insentif, dll selama dokter spesialis tersebut melakukan pelayanan
kepada masyarakat. Nilai capaian rasio dokter spesialis sebesar 4,3/100.000
penduduk dipengaruhi oleh adanya dokter spesialis yang mengikuti program PDS
tersebut. Tantangan yang dihadapi yaitu bahwa dokter spesialis program PDS
mempunyai batas kontrak 2 tahun, Rencana Kebutuhan (RenBut) Tenaga
Kesehatan yang ada bertolak belakang dengan dokter spesialis yang bersedia
datang, untuk dapat meyakinkan/menarik minat dokter spesialis program PDS
melayani di Pemerintah Provinsi/Kabupaten//Kota (Pemda) perlu mengisi dalam
aplikasi yang memuat tentang segala fasilitas pelayanan yang dapat diberikan
oleh Pemda jika dokter spesialis tersebut ingin mengabdikan diri di sana. Dari

nilai capaian yang sudah diraih tersebut maka belum mencapai target.
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b. Rasio dokter umum
Rasio dokter umum pada tahun 2019 sebesar 11,6/100.000 penduduk. Tahun
2020 ditargetkan 15/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 11,4/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh adanya moratorium PNS yang baru dibuka
tahun 2018 dan juga dibantu dengan program Internship dari Kementerian
Kesehatan yang mewajibkan dokter umum yang baru selesai pendidikan
dokternya melakukan pengabdian dengan skema penggajian dengan cost-sharing
antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Tantangan yang dihadapi yakni program Internship hanya berlaku 2 tahun,
formasi CPNS yang sedikit. Capaian indikator tersebut belum mencapai target.

c. Rasio dokter gigi
Rasio dokter gigi pada tahun 2019 sebesar 2,8/100.000 penduduk. Tahun 2020
ditargetkan 4/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 2,8/100.000 penduduk. Hal
ini dipengaruhi oleh adanya moratorium PNS yang baru dibuka tahun 2018 dan
juga dibantu dengan program Internship dari Kementerian Kesehatan yang
mewajibkan dokter umum yang baru selesai pendidikan dokternya melakukan
pengabdian dengan skema penggajian dengan cost-sharing antara Kementerian
Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi
yakni program Internship hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan (RenBut)
yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian indikator
tersebut belum mencapai target.

d. Rasio tenaga bidan
Rasio tenaga bidan pada tahun 2019 sebesar 104,2/100.000 penduduk. Tahun
2020 ditargetkan 85/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 96,7/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh Perekrutan PTT provinsi dan Kabupaten/Kota
serta perekrutan oleh Dana Desa di dominasi oleh Bidan, program Nusantara
Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan perekrutan secara tim dan individu. Skema
penggajian dengan cost-sharing antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi yakni program Nusantara

Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan (RenBut) yang tidak selalu
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update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian indikator tersebut telah melewati
target.

e. Rasio tenaga perawat
Rasio tenaga perawat pada tahun 2019 sebesar 142,6/100.000 penduduk. Tahun
2020 ditargetkan 154/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 152,2/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya jumlah Perekrutan PTT provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga program Nusantara Sehat yang dibuka
1 tahun 2x, dengan perekrutan secara tim dan individu. Skema penggajian dengan
cost-sharing antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi yakni program Nusantara
Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan (RenBut) yang tidak selalu
update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian indikator tersebut belum
mencapai target.

f. Rasio tenaga perawat gigi
Rasio tenaga perawat gigi pada tahun 2019 sebesar 8,05/100.000 penduduk.
Tahun 2020 ditargetkan 10/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 2,9/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya jumlah Perekrutan PTT provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga rendahnya tenaga perawat gigi yang
lulus program Nusantara Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan perekrutan secara
tim dan individu. Skema penggajian dengan cost-sharing antara Kementerian
Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi
yakni program Nusantara Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan
(RenBut) yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian
indikator tersebut belum mencapai target.

g. Rasio tenaga gizi
Rasio tenaga gizi pada tahun 2019 sebesar 13,2/100.000 penduduk. Tahun 2020
ditargetkan 12/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 14,5/100.000 penduduk.
Hal ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah Perekrutan PTT provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga program Nusantara Sehat yang dibuka 1
tahun 2x, dengan perekrutan secara tim dan individu. Skema penggajian dengan

cost-sharing antara Kementerian Kesehatan dan Pemerintah
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Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi yakni program Nusantara
Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan (RenBut) yang tidak selalu
update dan formasi CPNS vyang sedikit. Capaian indikator tersebut telah
melampaui target.

h. Rasio tenaga sanitarian
Rasio tenaga sanitarian pada tahun 2019 sebesar 13/100.000 penduduk. Tahun
2020 ditargetkan 14/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 12,5/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya jumlah Perekrutan PTT provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga rendahnya jumlah tenaga sanitarian
yang lulus program Nusantara Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan perekrutan
secara tim dan individu. Skema penggajian dengan cost-sharing antara
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan
yang dihadapi yakni program Nusantara Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana
Kebutuhan (RenBut) yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit.
Capaian indikator tersebut belum mencapai target.

I. Rasio tenaga kesehatan masyarakat
Rasio tenaga kesehatan masyarakat pada tahun 2019 sebesar 16,3/100.000
penduduk. Tahun 2020 ditargetkan 16/100.000 penduduk dan realisasi sebesar
17,5/100.000 penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah Perekrutan
PTT provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga tingginya jumlah yang
lulus program Nusantara Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan perekrutan secara
tim dan individu. Skema penggajian dengan cost-sharing antara Kementerian
Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi
yakni program Nusantara Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan
(RenBut) yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian
indikator tersebut telah melampaui target.

J. Rasio tenaga apoteker
Rasio tenaga apoteker pada tahun 2019 sebesar 4,2/100.000 penduduk. Tahun
2020 ditargetkan 3/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 4,7/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah Perekrutan PTT provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga tingginya jumlah apoteker yang lulus
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program Nusantara Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan perekrutan secara tim
dan individu. Skema penggajian dengan cost-sharing antara Kementerian
Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi
yakni program Nusantara Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan
(RenBut) yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian
indikator tersebut belum mencapai target.

k. Rasio tenaga asisten apoteker
Rasio tenaga asisten apoteker pada tahun 2019 sebesar 7,6/100.000 penduduk.
Tahun 2020 ditargetkan 12/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 9,9/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya jumlah Perekrutan PTT provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, juga rendahnya jumlah tenaga asisten
apoteker yang lulus program Nusantara Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan
perekrutan secara tim dan individu. Skema penggajian dengan cost-sharing antara
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan
yang dihadapi yakni program Nusantara Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana
Kebutuhan (RenBut) yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit.
Capaian indikator tersebut telah melampaui target.

I. Rasio tenaga laboran
Rasio tenaga laboran pada tahun 2019 sebesar 12,31/100.000 penduduk. Tahun
2020 ditargetkan 5/100.000 penduduk dan realisasi sebesar 13,5/100.000
penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya jumlah Perekrutan PTT provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Dana Desa, tetapi tinggi jumlah tenaga laboran yang
lulus program Nusantara Sehat yang dibuka 1 tahun 2x, dengan perekrutan secara
tim dan individu. Skema penggajian dengan cost-sharing antara Kementerian
Kesehatan dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Tantangan yang dihadapi
yakni program Nusantara Sehat hanya berlaku 2 tahun, Rencana Kebutuhan
(RenBut) yang tidak selalu update dan formasi CPNS yang sedikit. Capaian
indikator tersebut telah melampaui target.

Faktor yang mendukung indikator ini adalah adanya insentif daerah sebagai pemicu

tenaga kesehatan agar dapat bekerja di NTT serta adanya bantuan pendidikan

terutama untuk peningkatan tenaga kesehatan dari DO/D1 menjadi setidaknya D3
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serta alokasi tenaga kesehatan untuk program nusantara sehat dan Program Dokter
Spesialis. Adapun faktor penghambat adalah rendahnya alokasi untuk tenaga
kesehatan PTT pada tahun 2020.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
adalah 108,6%0

dikategorikan Sangat Berhasil karena nilai capaian berada >85%.

“Peningkatan Rasio Tenaga Kesehatan” sebesar atau

Indikator 9
Persentase Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Pariwisata Estate

Indikator ini bertujuan untuk menyiapkan serta berkoordinasi dengan kabupaten/kota
dalam penyiapan Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah Pariwisata Estate untuk
mendukung Program NTT Bangkit dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTT
2018-2023.

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Pariwisata Estate ini ditentukan dari Surat
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa Pariwisata setiap tahunnya. Tahun

2020 Desa Pariwisata yang ditentukan yaitu :

Tabel 11
Kawasan Wisata Provinsi NTT Tahun 2020
NO | KAWASAN WISATA KABUPATEN/KOTA TAHUN
1 Pantai Liman Kabupaten Kupang 2020
2 Mulut Seribu Rote Ndao 2020
3 Lamalera Lembata 2020
4 Moru-Wolwal Alor 2020
5 Koanara Ende 2020
6 Karera-Praimadita Sumba Timur 2020
7 Mutis-Fatumnasi TTS 2020
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Target tahun 2020 indikator Fasilitas Kesehatan ada di kawasan wisata sebesar 64%,
dan realisasi sebesar 100%, karena Sudah tersedia fasilitas kesehatan pada lokasi
pembangunan pariwisata estate.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator Kkinerja sasaran
“Persentase Fasilitas Kesehatan di Pariwisata Estate” adalah sebesar 156,3% atau
dikategorikan Sangat Berhasil karena nilai capaian berada >85%.

Indikator 10
Pencapaian Reformasi Birokrasi

Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk membangun profil
dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan
bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima
melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) dalam sistem
manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan
utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata
laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur.
Tabel 12

Capaian Reformasi Birokrasi

. N Tahun 2020 Capaian

No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)

1 Persentase
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
yang disusun dan
dijalankan

2  Persentase
Standar Pelayanan
Publik (SPP) yang % 100 100 100 100
disusun dan
dijalankan

3 Persentase % 84,75 95 83,2 87,6

% 100 100 100 100

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020 52




Penyerapan dana
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah

(APBD)
4 Persentase
realisasi % 1484 100 51,7 51,7
pendapatan
terhadap target
5 Inovasi yang
dilakukan ! ' ° 5000
6 Pembangunan % 70 100 100 1000
zona integritas
7 Status laporan WTP  WTP - -
keuangan
8 Nilai SAKIP BB B - -
Rata-Rata 100 90,3

Dari tabel diatas, dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun dan dijalankan
Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan
penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu
upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan
implementasi standar Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(selanjutnya disebut dengan SOP AP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
aparatur pemerintah.

Kegiatan penyusunan dan implementasi SOP AP memerlukan partisipasi penuh
dari seluruh unsur aparatur yang ada di dalam institusi pemerintah. Tuntutan
partisipasi penuh dari seluruh unsur institusi ini dilandasi dengan alasan bahwa
pegawailah yang paling tahu kondisi yang ada di tempat kerjanya masing-masing
dan yang akan langsung terkena dampak dari perubahan tersebut. Tahun 2020
merupakan tahun dimana SOP dimasukkan dalam RPJMD sebagai salah satu
indikator capaian keberhasilan dari Gubernur. Dan target 2020 adalah 100% dan

terealisasi 100%. Realisasi capaian telah mencapai target.
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2. Persentase Standar Pelayanan Publik (SPP) yang disusun dan dijalankan
Indikator ini bertujuan adanya Standar kepastian bagi penyelenggara maupun
penerima pelayanan, sekaligus sebagai alat ukur dalam upaya meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras
dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan
masyarakat. Tahun 2020 ditargetkan 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator
ini dinyatakan mencapai target.

3. Persentase Penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pada kondisi tahun 2019 penyerapan APBD sebesar 84,75%, pada tahun 2020
target penyerapan APBD sebesar 95% dan realisasi sebesar 83,2%. Hal ini
disebabkan proses refocusing anggaran Covid-19 sampai 5 kali, kemudian
perubahan anggaran menyebabkan anggaran cair pada bulan November, sehingga
anggaran yang bisa diserap hanya 83,2%. Sehingga belum mencapai target.

4. Persentase realisasi pendapatan terhadap target
Realisasi pendapatan Dinas Kesehatan sejak 3 tahun terakhir selalu meningkat
melebihi target. Pada kondisi tahun 2019, realisasi pendapatan sebesar 148,4%.
Tahun 2020 target pendapatan 100% dan realisasi sebesar 51,7%. Indicator ini
tidak mencapai target akibat kegiatan-kegiatan yang mendatangkan pendapatan
direfocusing untuk Covid-19. Indikator ini dinyatakan mencapai target

5. Inovasi yang dilakukan
Inovasi diperlukan dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, teknologi
dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk layanan, proses
dan/atau sistem yang baru dalam bidang kesehatan. inovasi yang dilakukan
adalah inisiatif Penyusunan SOP yang tidak ada dalam dokumen anggaran murni
dan dimasukkan saat perubahan anggaran. tahun 2020 target inovasi yang
dilakukan sebanyak 1 inovasi dan realisasi sebesar 3 inovasi. Indikator ini
dinyatakan melebihi target.

6. Pembangunan zona integritas
Zona integritas dalam pemerintahan disusun berdasarkan Standar Opersional
Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Budaya Kerja. Tahun 2020,
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SOP disusun sudah 100% dalam proses pelaksanaan. Tahun 2020 telah disusun
SPP untuk dilaksanakan.

7. Status laporan keuangan
Status Laporan Keuangan tahun 2020 masih dalam proses pemeriksaan dan akan
didapatkan nilai setelah Tim BPKP selesai pemeriksaan.

8. Nilai SAKIP
Nilai SAKIP tahun 2020 masih dalam proses pemeriksaan dan nilainya akan
keluar pada sekitar bulan Maret-April 2020. Sedangkan tahun 2019, nilai SAKIP

Dinas Kesehatan Provinsi NTT mendapat nilai BB.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
“Pencapaian Reformasi Birokrasi” adalah sebesar 90,3% atau dikategorikan

Sangat Berhasil karena nilai capaian >85%.

Indikator 11
Peningkatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM
merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal yang diperkuat dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pelayanan
dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan
pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
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Tabel 13
Capaian Indikator Peningkatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan Tahun 2020

: . Tahun 2020 Capaian

No Indikator Kinerja Satuan 2019 Target Realisasi (%)
1  Persentase capa!an_SPM % 100 100 100 100

Kesehatan Provinsi
2  Persentase capaian SPM

Kesehatan % 100 100 100 100

Kabupaten/Kota

Rata-Rata 100

Jenis Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. SPM Kesehatan Provinsi
Indikator ini mempunyai tugas : pelayanan kesehatan bagi penduduk yang
terdampak krisis kesehatan akibat bendacana dan/atau berpotensi bencana
provinsi; dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB provinsi.
Tahun 2020 untuk indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar
100% juga. Dengan capaian ini target tercapai.

2. SPM Kesehatan Kabupaten/Kota
Indikator ini mempunyai tugas : pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan
kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan
balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan
pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan
penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan
kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga
tubercolosis; pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Tahun
2020 ditargetkan 100% dan tercapai 100% sehingga capaian indikator ini target

tercapai.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
“Peningkatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan” adalah

sebesar 100% atau dikategorikan Sangat Berhasil karena nilai capaian >85%.
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Indikator 12
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Indikator ini diarahkan guna mendukung tersedianya Dokumen kependudukan yang
menjadi Hak untuk seluruh masyarakat NTT. Nilai capaian indicator dapat dilihat
pada tabel dibawah.
Tabel 14
Capaian Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun 2020

i L Tahun 2020 Capaian
No Indikator Kinerja  Satuan 2019 Target Realisasi (%)

1  Cakupan
kepemilikan KTP
elektronik untuk % 90,71 40 36,5 91,4
penduduk wajib
KTP
2  Cakupan
penduduk <17
tahun memiliki % 0,51 40 3,6 9,0
Kartu ldentitas
Anak (KIA)
3 Cakupan anak 0-
18 tahun memiliki % 72,32 80 71,5 89,4
Akta Kelahiran

Rata-Rata 184,17 63,3

Penjelasan dari capaian kinerja indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Cakupan kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa pemerintah melalui Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) berkewajiban menyediakan blanko KTP Elektronik
(KTP-el) bagi kabupaten/kota, dan menyediakan blanko dokumen

kependudukan selain blanko KTP-el melalui Instansi Pelaksana yaitu
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pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Adminduk.
Adapun pemerintah provinsi berkewajiban memberikan bimbingan, supervisi,
dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Sedang pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependuduk, dan penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
Undang-Undang ini menegaskan, pemerintah kabupaten/kota dalam
melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan wajib memberikan
pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk; mencetak |,
menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; dan menjamin
kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan (kejadian yang
dialami pendduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau
surat keterangan kependudukan lainnya) dan Peristiwa Penting (kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak dan perubahan nama atau kewarganegaraan). Dari
tugas tersebut maka tahun 2020 ditargetkan minimal 40% penduduk, namun
realisasinya mencapai 36,4% atau 91,4%. Jika dibandingkan dengan tahun
2019 sebesar 90,71%, maka terjadi kenaikan positif sebesar (+) 0,66%.

2. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa pemerintah melalui Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) berkewajiban menyediakan blanko KTP Elektronik
(KTP-el) bagi kabupaten/kota, dan menyediakan blanko dokumen
kependudukan selain blanko KTP-el melalui Instansi Pelaksana yaitu
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Adminduk. Untuk pemenuhan

kewajiban pemerintah bahwa semua penduduk memiliki identitas diri mulai
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dari bayi sampai lansia, maka pada tahun 2020 telah diluncurkan Kartu
Identitas Anak (KIA) sebagai identitas anak dengan 2 kategori <5 tahun dan
5-17 tahun. Tahun 2020 target 40% dan realisasi 3,6%, disebabkan karena
program baru sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki KIA
karena masih belum menyadari pentingnya KIA, selain itu juga Cakupan KIA
baru sejak tahun 2018 baru model pada 2 kabupaten Alor dan Lembata,
sehingga kabupaten lain baru pelaksanaan 2020. Sehingga target tersebut
belum tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 0,51%,
maka terjadi peningkatan kasus 3,10% dari tahun 2020.
3. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki Akta Kelahiran

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa pemerintah melalui Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) berkewajiban menyediakan blanko KTP Elektronik
(KTP-el) bagi kabupaten/kota, dan menyediakan blanko dokumen
kependudukan selain blanko KTP-el melalui Instansi Pelaksana yaitu
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Adminduk. Kondisi tahun 2019
capaian sebesar 72,32%, target tahun 2020 sebesar 80% dan terealisasi
sebesar 71,5% dengan capaian 89,4%. Dari capaian tersebut belum mencapai
target.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
“Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil” adalah sebesar 63,3% atau dikategorikan Cukup Berhasil

karena nilai capaian berada diantara 55-70%.
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Indikator 13
Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama
dengan Perangkat Daerah)

Indikator ini diarahkan guna melihat keefektifan Data Kependudukan untuk
menunjang kinerja Pemerintah.
Tabel 15
Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan
Perangkat Daerah) Tahun 2020

. . Tahun 2020 Capaian
No Indikator Kinerja Satuan 2019 Target Realisasi (%)
Pemanfaatan Data

Kependudukan

(Perjanjian Kerjasama Doeknum 1 4 2 50
dengan Perangkat
Daerah)

Rata-Rata 50 50

Perjanjian kerjasama data kependudukan pada tahun 2020 ditargetkan 4 dokumen,
sedangkan realisasi sebanyak 2 dokumen yaitu kerjasama dengan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi NTT. Penyebabnya karena perjanjian kerjasama (PKS) hanya
di provinsi dan masih dalam taraf pendalaman dengan OPD lain. Upaya yang
dilakukan yakni mendorong Perangkat Daerah untuk mengajukan Draft PKS hasil
pembahasan agar dapat di konsultasi ke Dirjen Dukcapil. Dengan demikian target
dinyatakan belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian
tahun 2020 sama dengan tahun 2019 karena hanya mencapai 50% dari target.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
“Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat
Daerah)” adalah sebesar 50% atau dikategorikan Belum Berhasil karena nilai

capaian <55%.

LKIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020 60




B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Rincian alokasi dan penyerapan anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi
NTT Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi NTT
Tahun 2020
PAGU S/D BULAN DESEMBER
KODE | PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET REALISASI
Rp % Rp %
4 PENDAPATAN 6.303.550.000 6.303.550.000 | 100,00 3.261.311.900 | 51,74
> BELANJA 203.919.197.350 | 203.919.197.350 | 100,00 | 169.726.869.473 | 83,23
51 BELANJA TIDAK
) LANGSUNG 24.750.534.000 | 24.750.534.000 | 100,00 | 23.035.895.194 | 93,07
>:2 BELANJALANGSUNG | ;.9 168.663.350 | 179.168.663.350 100,00 | 146.690.974.279 | 81,87
PROGRAM PELAYANAN
01. | ADMINISTRASI
PERKANTORAN 4.552.083.619 4.552.083.619 | 100,00 3.694.647.449 | 81,16
01.01 Penyediaan Jasa Surat
7 | Menyurat 9.725.488 9.725.488 | 100,00 7.118.000 | 73,19
Penyediaan Jasa
01.02.| Komunikasi, Sumber 1.032.939.700 | 1.032.939.700 | 100,00 608.179.010 | 58,88
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
01.06 Pemeliharaan Dan
7" | Perizinan Kendaraan 324.999.996 324.999.996 | 100,00 300.104.565 | 92,34
Dinas / Operasional
01.07 Penyediaan Jasa
" | Administrasi Keuangan 856.720.000 856.720.000 | 100,00 796.877.000 | 93,01
Penyediaan Jasa Dan
01.08. E::?:rKEbers'ha" 503.400.000 503.400.000 | 100,00 503.399.700 | 100,00
01.10 Penyediaan Alat Tulis
=7 | Kantor 70.000.000 70.000.000 | 100,00 69.999.240 | 100,00
Penyediaan Barang
01.11. | Cetakan Dan 160.013.035 160.013.035 | 100,00 159.537.979 | 99,70
Penggandaan
Penyediaan Bahan
01.15. | Bacaan Dan Peraturan 3.942.200 3.942.200 | 100,00 3.355.000 | 85,10
Perundang Undangan
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01.17.

Penyediaan Makanan
Dan Minuman

68.800.000

68.800.000

100,00

66.652.241

96,88

01.18.

Rapat Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

70.000.000

70.000.000

100,00

37.973.534

54,25

01.19.

Penyediaan Jasa
Pengangkutan Beras
Dan Barang Dinas

15.000.000

15.000.000

100,00

15.000.000

100,00

01.21

Koordinasi dan
Konsultasi Pelaksanaan
Tugas Dalam Daerah

200.000.000

200.000.000

100,00

134.806.700

67,40

01.31

Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor

768.500.000

768.500.000

100,00

768.500.000

100,00

01.49

Penyediaan Jasa
Jaminan Sosial

231.903.200

231.903.200

100,00

123.878.080

53,42

01.50

Pendidikan dan
Pelatihan Formal

236.140.000

236.140.000

100,00

99.266.400

42,04

02.

PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR

5.289.432.513

5.289.432.513

100,00

4.972.605.953

94,01

02.03

Pembangunan Gedung
Kantor

727.069.000

727.069.000

100,00

715.058.170

98,35

02.05

Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

500.000.000

500.000.000

100,00

370.500.000

74,10

02.07

Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor

265.976.000

265.976.000

100,00

254.529.000

95,70

02.09

Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor

792.573.663

792.573.663

100,00

786.014.182

99,17

02.10

Pengadaan Meubelair

70.000.000

70.000.000

100,00

70.000.000

100,00

02.11

Pengadaan Sistem
Jaringan

82.400.000

82.400.000

100,00

79.990.000

97,08

02.21

Pemeliharaan Rutin
Rumah Dinas

100.000.000

100.000.000

100,00

99.250.000

99,25

02.22

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

399.924.300

399.924.300

100,00

376.083.680

94,04

02.24.

Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional

151.310.550

151.310.550

100,00

150.877.471

99,71

02.42

Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor

2.200.179.000

2.200.179.000

100,00

2.070.303.450

94,10

06.

PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN

622.959.000

622.959.000

100,00

544.896.200

87,47
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Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja 622.959.000 622.959.000 | 100,00 544.896.200
SKPD

06.01.

87,47

PROGRAM
PENINGKATAN

15. AKSESIBILITAS DAN
KUALITAS LAYANAN
KESEHATAN

167.562.022.718 | 167.562.022.718 | 100,00 | 136.344.331.913

81,37

Peningkatan Kesehatan

15.01 Masyarakat 48.050.263.519 | 48.050.263.519 | 100,00 | 40.692.556.461

84,69

Pencegahan dan

15.02 . .
Pengendalian Penyakit 10.585.117.572 10.585.117.572 | 100,00 9.583.146.789

90,53

15.03 | Pelayanan Kesehatan 88.830.673.012 | 88.830.673.012 | 100,00 | 67.791.955.412

76,32

Pengembangan Sumber
15.04 | Daya Manusia

14.482.409.883 14.482.409.883 | 100,00 13.984.185.883
Kesehatan

96,56

15.05 | Manajemen Kesehatan 5.613.558.732 | 5.613.558.732 | 100,00 | 4.292.487.368

76,47

PROGRAM
PENINGKATAN
AKSESIBILITAS DAN
KUALITAS LAYANAN 1.142.165.500 1.142.165.500 | 100,00 1.134.492.764
KESEHATAN
(DUKCAPIL)

15.

99,33

Kependudukan dan

15.01 Catatan Sipil 1.142.165.500 1.142.165.500 | 100,00 1.134.492.764

99,33

Dari data tabel di atas, bahwa dari target total belanja sebesar Rp. 203.919.197.350,-
terealisasi sebesar Rp. 169.726.869.473.- (83,23%). Jika dibandingkan dengan realisasi
anggaran tahun 2019 dengan pagu Rp. 88.175.142.081,- terealisasi Rp. 74.727.496.597,-
(84,75%). Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan pegawai) dengan pagu
Rp. 24.750.534.000,- terealisasi Desember 2020 sebesar Rp. 23.035.895.194,- (93,07%)
disebabkan karena banyaknya PNS yang pensiun di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan
realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2019 Rp. 23.920.490.967,- (92,97%). Sedangkan
Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal) dengan
pagu Rp. 179.168.663.350,- terealisasi sebesar Rp. 146.690.974.279,- (81,87%) akibat
refocusing anggaran untuk Covid-19 sampai 4 kali dan kepastian anggaran perubahan baru
bisa digunakan pada bulan November 2020 sehingga program ragu-ragu untuk

melaksanakan kegiatan mereka dari sebelum bulan November. Jika dibandingkan dengan
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realisasi Belanja Langsung tahun 2019 sebesar Rp. 50.807.005.630,- (81,26%), tahun 2020
terjadi peningkatan realisasi belanja 0,71%.

Sedangkan pendapatan tahun 2020 dengan target Rp. 6.303.550.000,- terealisasi sebesar
Rp. 3.261.311.900,- (51,74%). Hal ini disebabkan karena Covid-19 sehingga kebijakan
pelatihan/pertemuan yang mengumpulkan banyak orang dihentikan, menyebabkan banyak
program dan kegiatan yang menghasilkan PAD pada UPTD Latnakes di refocusing untuk
penanganan Covid-19 dan juga akibat Covid-19 juga sehingga pelaksanaan akreditasi
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata menjadi tertunda sehingga belum bisa bekerjasama
dengan BPJS untuk klaim pelayanan kepada masyarakat. Satu-satunya UPTD Dinas
Kesehatan Provinsi NTT yang PAD surplus hanya pada UPTD Laboratorium Kesehatan
Kupang dengan realisasi pendapatan sebesar 126,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi
pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 2.495.224.350,- (148,08%), maka terdapat perbedaan
yang jauh sekali. Hal ini disebabkan bahwa tahun 2019 belum ada pandemic Covid-19,
jika tahun 2020 tidak ada pandemic Covid-19 maka target pendapatan bisa tercapai.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT dihitung berdasarkan metode Pengukuran

Kinerja standar LKIP, dengan kategori penilaian sebagai berikut :

a. >85% = Sangat Berhasil
b. 70-85% = Berhasil

c. 55-75% = Cukup Berhasil
d. <55% = Belum Berhasil
Nilai Capaian

Periode 2019-2023 untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Kinerja Indikator Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi NTT

NO INDIKATOR NILAI CAPAIAN KATEGORI
A | Penurunan Kasus Gizi pada Balita 126,3 Sangat Berhasil
1 | Persentase balita stunting 127,8 Sangat Berhasil
2 | Persentase balita wasting 126,7 Sangat Berhasil
3 | Persentasi balita underweight 1244 Sangat Berhasil
B | Penurunan Kasus Kematian Ibu, Berhasil

) . 74,3
Bayi dan Balita
4 | Kasus Kematian Ibu 20,4 Belum Berhasil
5 | Kasus Kematian Bayi 119,2 Sangat Berhasil
6 | Kasus Kematian Balita 83,1 Berhasil
B | Peningkatan Cakupan Fasilitas 105.25 Sangat Berhasil
Kesehatan Terakreditasi ’
7 | Persentase Puskesmas terakreditasi 110,6 Sangat Berhasil
8 | Persentase Rumah Sakit terakreditasi 99,9 Sangat Berhasil
C | Persentasi Penduduk Yang 79.1 Berhasil
Mengalami Masalah Kesehatan ’
9 | Persentase kasus HIV yang diobati 102,0 Sangat Berhasil
10 | Angka Penemuan pasien baru TBC 18.8 Belum Berhasil
BTA positif (CDR) TBC ’

11 | Jumlah kab/kota dengan angka Belum Berhasil
keberhasilan pengobatan  (success 28,6
rate) TBC >85%
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12

Jumlah kab/kota eliminasi malaria

40,0

Belum Berhasil

13

Jumlah kab/kota dengan insidence
rate DBD <49/100.000 penduduk

40,9

Belum Berhasil

14

Jumlah kab/kota dengan prevalensi
rate kusta <1/10.000 penduduk

77,8

Berhasil

15

Jumlah kab/kota endemis dengan
kematian karena rabies = 0

100,0

Sangat Berhasil

16

Jumlah kab/kota yang melaksanakan
pemberian obat pencegahan massal
kecacingan pada anak usia 1-12 tahun
dengan cakupan 75%

100

Sangat Berhasil

17

Jumlah kab/kota dengan puskesmas
yang mempunyai layanan LROA
>60%

100,0

Sangat Berhasil

18

Jumlah kab/kota dengan imunisasi
dasar lengkap >90%

55,6

Cukup Berhasil

19

Jumlah kab/kota yang memiliki
regulasi kawasan tanpa rokok

107,7

Sangat Berhasil

20

Jumlah kab/kota dengan
desa/kelurahan  yang  melakukan
POSBINDU PTM >50%

107,7

Sangat Berhasil

21

Jumlah kab/kota yang memiliki
puskesmas pelayanan deteksi dini
kanker pada perempuan dengan
metode IVA dan sadanis >20%

100,0

Sangat Berhasil

22

Jumlah kab/kota yang memiliki
puskesmas yang melakukan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai
Kriteria >20%

72,2

Berhasil

23

Jumlah kab/kota yang melakukan
respon  penanggulangan terhadap
signal KLB >80%

100

Sangat Berhasil

24

Persentase KLB ditangani kurang
dari 24 jam

100

Sangat Berhasil

Cakupan Jaminan  Kesehatan

Masyarakat

100,8

Sangat Berhasil

25

Cakupan Jaminan Kesehatan

Masayarakat

100,8

Sangat Berhasil

Jumlah Fasilitas Kesehatan

Terapung

Belum Berhasil

26

Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung

Belum Berhasil

Jumlah Flying Health Care

Belum Berhasil

27

Jumlah Flying Health Care

oo|o| O

Belum Berhasil
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G | Peningkatan Rasio Tenaga Sangat Berhasil
108,6
Kesehatan
28 | Rasio Dokter Spesialis 86,5 Sangat Berhasil
29 | Rasio Dokter Umum 76,3 Berhasil
30 | Rasio Dokter Gigi 69,2 Cukup Berhasil
31 | Rasio Bidan 113,8 Sangat Berhasil
32 | Rasio Perawat 98,9 Sangat Berhasil
33 | Rasio Perawat Gigi 29,4 Belum Berhasil
34 | Rasio Tenaga Gizi (Nutrisionis) 120,6 Sangat Berhasil
35 | Rasio Sanitarian 89,0 Sangat Berhasil
36 | Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat 109,4 Sangat Berhasil
37 | Rasio Apoteker 1579 Sangat Berhasil
38 | Rasio Asisten Apoteker 82,2 Berhasil
39 | Rasio Tenaga Laboran 270,5 Sangat Berhasil
H | Persentase Ketersediaan Fasilitas 100.0 Sangat Berhasil
Kesehatan di Pariwisata Estate '
40 | Persentase Ketersediaan Fasilitas 100.0 Sangat Berhasil
Kesehatan di Pariwisata Estate '
I | Pencapaian Refromasi Birokrasi 90,3 Sangat Berhasil
41 | Persentase  Standar  Operasional
Prosedur (SOP) yang Disusun dan 100 Sangat Berhasil
Dijalankan
42 | Persentase Standar Pelayanan Publik 100 Sangat Berhasil
(SPP) yang Disusun dan Dijalankan
43 | Persentase Penyerapan dana Sangat Berhasil
Anggaran Pendapatan dan Belanja 87,6
Daerah (APBD)
44 | persentase  Realisasi  Pendapatan Belum Berhasil
51,7
Terhadap Target
45 | inovasi Yang Dilakukan 300,0 Sangat Berhasil
46 | pembangunan Zona Integritas 100,0 Sangat Berhasil
47 | Status Laporan Keuangan Menunggu Hasil
] Pemeriksaan BPK
48 | Nilai SAKIP Menunggu Hasil
- Pemeriksaan
Inspektorat
J | Peningkatan Capaian Standar 100.0 Sangat Berhasil
Pelayanan Minimal (SPM) '
49 | Persentase Capaian SPM Kesehatan 1000 Sangat Berhasil
Provinsi '
50 | Persentase Capaian SPM Kesehatan Sangat Berhasil
100,0
Kabupaten/Kota
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Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

63,3

Cukup Berhasil

o1

Cakupan Kepemilikan KTP
Elektronik Untuk Penduduk Wajib
KTP

91,4

Sangat Berhasil

52

Cakupan Penduduk <17 Tahun
Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

9,0

Belum Berhasil

53

Cakupan Anak 0-18 Tahun Memiliki
Akta Kelahiran

89,4

Sangat Berhasil

Pemanfaatan Data Kependudukan
(Perjanjian Kerjasama Dengan
Perangkat Daerah)

50

Belum Berhasil

54

Pemanfaatan Data Kependudukan
(Perjanjian  Kerjasama  Dengan
Perangkat Daerah)

50

Belum Berhasil

Rata-Rata Indikator A-K

74,39

BERHASIL

Dari data capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020, rata-

rata capaian Kinerja indicator Resntra Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2020

sebesar 74,39 dan masuk kategori Berhasil karena nilai capaian berada diantara 70-

85%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2019 sebesar 106,0, maka

terjadi penurunan Kkinerja secara negative sebesar (-) 31,61. Hal ini dipengaruhi oleh

refocusing anggaran program dan kegiatan prioritas (salah satu program prioritas yang

tidak mencapai target yakni Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung dan Jumlah Flying

Health Care yang capaiannya 0) untuk penanganan pandemic Covid-19 sehingga

mempengaruhi kinerja pencapaian indicator yang ditargetkan.

B. Saran

Dengan melihat capaian kinerja di atas, saran yang bisa dilakukan yakni

pertahankan Kinerja yang sudah sesuai bahkan melewati target dan tingkatkan kinerja

dengan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan kinerja yang masih belum

mencapai target.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan

media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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Media ini sangat penting sebagai umpan balik pengambilan keputusan bagi pihak-pihak
terkait.

Sebagaimana kita maklumi bahwa berbagai pengalaman dan hikmah dari
kelemahan-kelemahan sistem pendekatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini
maka perspektif pembangunan di era Otonomi Daerah yang luas dewasa ini cenderung
berkembang kearah yang menuntut efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas, kebijaksanaan
setiap program dan kegiatan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu betapapun
sederhananya kriteria yang digunakan, identifikasi terhadap kinerja penyelenggaraan dan
pelaksanaan pembangunan harus disikapi secara transparan dan disajikan secara tegas dan
jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Kebijaksanaan yang akan diterapkan dapat diimplementasikan ke dalam kinerja
yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan tercipta suatu
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan dari program/kegiatan pembangunan sangat tergantung
pada komitmen bersama antara Pejabat dan Aparatur Pemerintah yang didukung dengan
etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban, serta
mampu melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang baik guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dibarengi oleh suatu perwujudan
aparatur pemerintah yang bersin dan berwibawa serta bertanggung jawab dalam
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian mengingat akuntabilitas kinerja ini perlu dievaluasi secara terus-
menerus sebagai kerangka pertanggungjawaban maka perlu disusun dalam suatu bentuk
laporan yang dibuat secara periodik. Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada semua
pihak yang membantu di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta
atas kerjasamanya dalam penyelesaian LKIP Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2020.
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 2019-2023

KONDISI
TARGET REALISASI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN AWAL
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Peningkatan aksesibilitas dan Penurunan kasus masalah gizi
kualitas layanan kesehatan
1 Persentase balita stunting % 40,3 38 33,5 29 24,5 20 30,8 24,2
2 Persentase balita wasting % 15,8 12 10,5 9 7,5 6 8 7,7
3 Persentase balita underweight % 28,3 26 23,8 21,5 19,3 17 20,2 18
Penurunan kasus kematian
ibu dan anak :
4 Kasus kematian ibu Kasus 163 0 0 0 0 0 98 176
5 Kasus kematian bayi Kasus 1044 0 0 0 0 0 822 664
6 Kasus kematian balita Kasus 1174 0 0 0 0 0 83 97
Peningkatan rasio tenaga
kesehatan :
Rasio dokter spesialis per /100.000
7 2 4 5 6 7 8 4,5 4,3
100.000 penduduk penduduk
Rasio dokter umum per /100.000
8 10 14 15 16 17 18 11,6 11,4
100.000 penduduk penduduk
9 Rasio dokter gigi per 100.000 /100.000 3 3 4 5 6 7 28 28
penduduk penduduk
10 Rasio bidan per 100.000 /100.000 67 80 85 90 95 100 104,2 96,7
penduduk penduduk
11 Rasio perawat per 100.000 /100.000 148 150 154 158 162 165 1426 | 152,2
penduduk penduduk
12 Rasio perawat gigi per 100.000 /100.000 10 10 10 10 1 1 8,05 29
penduduk penduduk
13 Rasio tenaga gizi per 100.000 /100.000 1 1 12 13 14 15 13,2 14,5
penduduk penduduk
14 Rasio sanitarian per 100.000 /100.000 13 13 14 15 15 15 11,4 12,5
penduduk penduduk
Rasio tenaga kesehatan
/100.000
15 masyarakat per  100.000 16 16 16 17 18 18 16,3 17,5
penduduk
penduduk
16 Rasio apoteker per 100.000 /100.000 3 3 3 3 4 4 42 47
penduduk penduduk
Rasio asisten apoteker /100.000
17 12 12 12 13 13 13 7,6 9,9
100.000 penduduk penduduk
18 Rasio tenaga laboran 100.000 /100.000 3 4 5 5 6 6 12,31 13,5
penduduk penduduk




KONDISI

TARGET REALISASI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN AWAL
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Jumlah fasilitas kesehat
19 umian fasflitas kesehatan unit N/A 1 2 3 3 3 0 0
terapung
20 Jumlah Flying Health Care unit 0 0 1 1 1 1 0 0
Peningkatan cakupan fasilitas
— 0
kesehatan terakreditasi :
P t ki
21 ersentase puskesmas % 31 70 80 90 95 100 87,77 88,5
terakreditasi
P t h sakit
22 ersentase ruman saxl % 64 80 85 90 95 100 84,61 | 8491
terakreditasi
Cakupan jaminan kesehatan
23 % 73 80 85 90 95 100 84,67 85,71
masyarakat
Persentase penduduk
mengalami gangguan
kesehatan :
P t k HIV
24 crsentase kasus niv'yang % 46 48 50 52 54 56 48,7 51
diobati
Angka penemuan pasien baru
25 TBC BTA positif (Case % 29 59 65 81 89 90 39 12,2
Detection Rate/CDR) TBC
Jumlah kab/kota dengan
ka k hasil
26 angka keberhasilan kab/kota 5 7 14 17 20 22 13 4
pengobatan (success rate) TBC
>85%
lah kab/k i
27 Jumlah kab/kota mencapai kab/kota 0 1 5 11 17 22 0 2
eliminasi malaria
Jumlah kab/kota dengan
28 insidence rate DBD kab/kota 22 22 22 22 22 22 13 9
<49/100.000 penduduk
Jumlah kab/kota dengan
29 prevalensi rate kusta kab/kota 14 16 18 20 22 22 16 14
<1/10.000 penduduk
Jumlah kab/kota endemis
30 dengan kematian karena kab/kota 5 6 7 8 9 9 4 7

rabies =0




NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

KONDISI
AWAL

TARGET

REALISASI

2017

2019

2020

2021

2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

31

Jumlah kab/kota yang
melaksanakan pemberian
obat pencegahan massal
kecacingan pada anak usia 1-
12 tahun dengan cakupan
75%

kab/kota

22

22

22

22

22

22

22

22

32

Jumlah kab/kota dengan
puskesmas yang mempunyai
Layanan Rehidrasi Oral Aktif
/LROA > 60%

kab/kota

22

22

22

22

22

22

22

22

33

Jumlah kab/kota dengan
imunisasi dasar lengkap >90%

kab/kota

13

17

22

34

Jumlah kab/kota yang
memiliki regulasi Kawasan
Tanpa Rokok

kab/kota

10

11

11

35

Jumlah kab/kota dengan
desa/kelurahan yang
melakukan POSBINDU PTM
>50%

kab/kota

10

13

16

19

22

14

36

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
pelayanan deteksi dini kanker
pada perempuan dengan
metode IVA dan sadanis >20%

kab/kota

10

13

16

19

22

21

13

37

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
melakukan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai kriteria
>20%

kab/kota

16

18

19

20

22

13

13

38

Jumlah kab/kota yang
melakukan respon
penanggulangan terhadap
signal KLB >80%

kab/kota

18

22

22

22

22

22

22

22

39

Persentase KLB ditangani
kurang dari 24 jam

%

100

100

100

100

100

100

100

100




KONDISI

TARGET REALISASI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN AWAL
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Persentase ketersediaan
40 fasilitas kesehatan di % N/A 32 64 95 100 100 100 100
pariwisata estate
Pencapaian reformasi
birokrasi :
Persentase Standar
41 Operasional Prosedur /SOP % N/A 100 100 100 100 100 100 100
yang disusun dan dijalankan
Persentase Standar Pelayanan
42 Publik/SPP yang disusun dan % N/A 100 100 100 100 100 100 100
dijalankan
Persentase penyerapan dana
43 anggaran dan pendapatan % 83,2 95 95 95 95 95 84,75 83,2
belanja daerah (APBD)
44 Persentase realisasi % 117,7 100 100 100 100 100 148,4 51,7
pendapatan terhadap target
45 Inovasi yang dilaksanakan inovasi N/A 1 1 1 1 1 1 3
46 Pembangunan zona integritas % N/A 100 100 100 100 100 70 100
47 Status laporan keuangan Status WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
48 Nilai SAKIP Skor C B B B B A BB BB
Peningkatan capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan :
49 Persentase capaian SPM % N/A 100 100 100 100 100 100 100
Kesehatan Provinsi
Fasilitasi ingkat i
50 astitasi peningkatan capatan % N/A 100 100 100 100 100 100 83,33

SPM kesehatan kab/kota




KONDISI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN AWAL TARGET REALISASI
2017 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Peningkatan cakupan
kepemilikan dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil :
Cakupan kepemilikan KTP
51 elektronik untuk penduduk % N/A 20 40 95 97 100 90,71 82,9
wajib KTP
52 Cakupan penduduk <17 tahun % N/A 20 40 60 80 100 0,51 0,0
memiliki kartu identitas anak
53 Cakupan anak 0-18 tahun % 69,7 75 80 85 90 100 7232 | 646
memiliki akta kelahiran
Pemanfaatan Data
54 Kependudukan (Perjanjian |\, Lo Mou N/A 2 4 6 8 10 1 2

Kerjasama dengan Perangkat
Daerah)




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2021
Peningkatan aksesibilitas dan Penurunan kasus masalah gizi
kualitas layanan kesehatan
1 Persentase balita stunting % 29
2 Persentase balita wasting % 9
3 Persentase balita underweight % 21,5
Penurunan kasus kematian
ibu dan anak :
4 Kasus kematian ibu Kasus 0
5 Kasus kematian bayi Kasus 0
6 Kasus kematian balita Kasus 0
Peningkatan rasio tenaga
kesehatan :
7 Rasio dokter spesialis per /100.000 6
100.000 penduduk penduduk
8 Rasio dokter umum per /100.000 16
100.000 penduduk penduduk
Rasio dokter gigi per 100.000 /100.000
9 5
penduduk penduduk
10 Rasio bidan per 100.000 /100.000 90
penduduk penduduk
1 Rasio perawat per 100.000 /100.000 158
penduduk penduduk
Rasio perawat gigi per 100.000 /100.000
12 10
penduduk penduduk
13 Rasio tenaga gizi per 100.000 /100.000 13
penduduk penduduk
14 Rasio sanitarian per 100.000 /100.000 15
penduduk penduduk
Rasio  tenaga kesehatan /100.000
15 masyarakat per  100.000 17
penduduk
penduduk
16 Rasio apoteker per 100.000 /100.000 3
penduduk penduduk
17 Rasio asisten apoteker /100.000 13
100.000 penduduk penduduk
18 Rasio tenaga laboran 100.000 /100.000 5
penduduk penduduk
Jumlah fasilitas kesehatan )
19 unit 3
terapung
20 Jumlah Flying Health Care unit 1
Peningkatan cakupan fasilitas
kesehatan terakreditasi :
1 Persenta'se Puskesmas % 90
terakreditasi
Persentase rumah sakit
22 % 90

terakreditasi




NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2021

23

Cakupan jaminan kesehatan
masyarakat

%

90

Persentase penduduk
mengalami gangguan
kesehatan :

24

Persentase kasus HIV yang
diobati

%

52

25

Angka penemuan pasien baru
TBC BTA positif (Case
Detection Rate/CDR) TBC

%

81

26

Jumlah kab/kota dengan
angka keberhasilan
pengobatan (success rate) TBC
>85%

kab/kota

17

27

Jumlah kab/kota mencapai
eliminasi malaria

kab/kota

11

28

Jumlah kab/kota dengan
insidence rate DBD
<49/100.000 penduduk

kab/kota

22

29

Jumlah kab/kota dengan
prevalensi rate kusta
<1/10.000 penduduk

kab/kota

20

30

Jumlah kab/kota endemis
dengan kematian karena
rabies =0

kab/kota

31

Jumlah kab/kota yang
melaksanakan pemberian
obat pencegahan massal
kecacingan pada anak usia 1-
12 tahun dengan cakupan 75%

kab/kota

22

32

Jumlah kab/kota dengan
puskesmas yang mempunyai
Layanan Rehidrasi Oral Aktif
/LROA > 60%

kab/kota

22

33

Jumlah kab/kota dengan
imunisasi dasar lengkap >90%

kab/kota

13

34

Jumlah kab/kota yang
memiliki regulasi Kawasan
Tanpa Rokok

kab/kota

35

Jumlah kab/kota dengan
desa/kelurahan yang
melakukan POSBINDU PTM
>50%

kab/kota

16




NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

2021

36

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
pelayanan deteksi dini kanker
pada perempuan dengan
metode IVA dan sadanis >20%

kab/kota

16

37

Jumlah kab/kota yang
memiliki puskesmas yang
melakukan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai kriteria
>20%

kab/kota

19

38

Jumlah kab/kota yang
melakukan respon
penanggulangan terhadap
signal KLB >80%

kab/kota

22

39

Persentase KLB ditangani
kurang dari 24 jam

%

100

40

Persentase ketersediaan
fasilitas kesehatan di
pariwisata estate

%

95

Pencapaian reformasi
birokrasi :

41

Persentase Standar
Operasional Prosedur /SOP
yang disusun dan dijalankan

%

100

42

Persentase Standar Pelayanan
Publik/SPP yang disusun dan
dijalankan

%

100

43

Persentase penyerapan dana
anggaran dan pendapatan
belanja daerah (APBD)

%

95

44

Persentase realisasi
pendapatan terhadap target

%

100

45

Inovasi yang dilaksanakan

inovasi

46

Pembangunan zona integritas

%

100

47

Status laporan keuangan

Status

WTP

48

Nilai SAKIP

Skor

Peningkatan capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan :

49

Persentase capaian SPM
Kesehatan Provinsi

%

100

50

Fasilitasi peningkatan capaian
SPM kesehatan kab/kota

%

100




NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2021

Peningkatan cakupan
kepemilikan dokumen
kependudukan dan
pencatatan sipil :
Cakupan kepemilikan KTP

51 elektronik untuk penduduk % 95
wajib KTP

52 CakuP?rT pendu.duk fl7 tahun % 60
memiliki kartu identitas anak

c3 Cakurr):‘:\rT anak 0-18 'tahun % g5
memiliki akta kelahiran
Pemanfaatan Data

54 Kependudukan (Perjanjian bokumen MoU 6

Kerjasama dengan Perangkat
Daerah)




CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN BERDASARKAN INDIKATOR RPJMD/PERJANJIAN KERJASAMA
MENURUT PRMENDAGRI 18 TAHUN 2020 KONDISI JANUARI-DESEMBER 2020

Urusan . . Realisasis/d | CAPAIAN .
No Pemerintahan Uraian Program/Kegiatan Satuan Target Desember LKIP 2020 Permasalahan Upaya Mengatasi Masalah
TUJUAN : MENINGKATKAN UHH 66,67 66,85
1 |kesehatan P.er.mrunan kasus masalah 58 3788
gizi:
. . Masih blm optimalnya layanan ANC pada ibu hamil, |Pemberian makanan tambahan ibu hamil
P tase balita stunt % 33,5 24,2 . . . . o .
ersentase ballta stunting B pola asuh yg salah, Ibu hamil KEK, Penyakit Infeksi KEK, Konseling PMBA, pemberian imuniasi
. o Pemberian Makanan tambahan
Asupan makanan yang tidak adekuat meliputi ) ) .
. . L . pemulihan, rujuk ke puskesmas rawat inap
Persentase balita wasting % 10,5 7,7 porsi,jumlah,tekstur dan variasi makanan serta pola . o .
asuh yang masih salah, penyakit infeksi pada anak dan panti rawat gizi jika terdapat gejala
yang » peny P klinis pada anak gizi buruk
. A Pemberian Makanan tambahan
. Asupan makanan yang tidak adekuat meliputi )
Persentase balita L. L Penyuluhan, rujuk ke puskesmas rawat
. % 23,8 18 porsi,jumlah,tekstur dan variasi makanan serta pola . . o
underweight asuh yang masih salah. penyakit infeksi pada anak inap dan panti rawat gizi jika terdapat
vang  peny P penyakit infeksi, konseling PMBA
Penurunan kasus kematian
ibu dan anak :
- menurunnya kuantitas dan kualitas ANC karena - terus mendorong Puskesmas di kab/kota
K K tian ib K o 176 rendahnya kunjungan bumil. Kendala Covid 19 untuk tetap memperhatikan kunjungan
asus kematian fbu asus '- Akses pelayanan ke faskes bagi ibu2 hamil d desa bumil di Posyandu dan Puskesmas
masih menjadi masalah. '- mendorong dan mengadvokasi lintas
'- penyebab di dominasi oleh perdarahan, HDK dan sektor dan program agar dapat
K K tian bavi K o 664 Infeksi mendukung bumil ke faskes melalui akses
asus kematlan bayl asus '- kekurangan tenaga dokter dan dokter spesialis ke puskesmas atau RS
'- Terlambat pengambilan keputusan rujuk '- Pemerintah Provinsi semaksimal
'- BBLR DAN ASFIKSIA mungkin utk berkoordinasi dengan
K ian bali '- Belum maksimalnya Pelaksanaan Program MTBS di  [Kemkes (utk PGDS, Insternship dan
Kasus kematian balita Kasus 0 o7 puskesmas (utk kematian bayi) NUsantara Sehat) dan juga kpd DPRD utk
'- SDM nakes banyak yg belum terupdate pelatihan perekrutan PTT Provinsi dalam
Peningkatan rasio tenaga
kesehatan :
Rasio dokter spesialis per /100.000 5 43
100.000 penduduk penduduk !
Rasio dokter umum per /100.000 15 114
100.000 penduduk penduduk !
Rasio dokter gigi per /100.000 4 28
100.000 penduduk penduduk ’
Rasi i . .
asio bidan per 100.000 | /100.000 85 96,7
penduduk penduduk
Rasio perawat per 100.000 | /100.000
154 152,2
penduduk penduduk 5 52,
Rasio perawat gigi per /100.000 10 29
100.000 penduduk penduduk ’
Rasi izi .
asio tenaga gizi per /100.000 12 145
100.000 penduduk penduduk
Rasio sanitarian per /100.000 14 125
100.000 penduduk penduduk
Rasio tenaga kesehatan
100.000
masyarakat per 100.000 / 16 17,5
penduduk
penduduk
Rasio apoteker per /100.000 3 .7
100.000 penduduk penduduk ’
Rasio asisten apoteker /100.000 12 99
100.000 penduduk penduduk !
Rasio tenaga laboran /100.000 5 135
100.000 penduduk penduduk !
Si i bulan Oktober tahun 2020,
Perubahan target kinerja akhir menjadi 3 unit ampai bulan ober a' yn
. . " - pelaksaan pengadaan fasilitas kesehatan
menjadi 1 unit, yang direncanakan terealisasi pada terapung sampai pada tahap tersusunnya
Jumlah fasilitas kesehatan B tahun 2020. Pelaksanaan tender mundur dari rencana pung p ) p P ¥ .
unit 2 0 o o dokumen Feasibility Study (FS). Rencana di
terapung terdampak COVID-19 yang menjadi pandemi di .
. . L Tahun 2021 adalah pelaksanaan Detail
seluruh dunia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara ) . X
) Engineering Design (DED) dan tender
Timur -
untuk pengadaan fisik
Indikator ini diusulkan untuk dihapus
dalam riview RPJMD mempertimbangkan
k h k
. N Sampai dengan tahun 2020 tidak ada penganggaran ebutuhan anggaran ya.ng besar untu .
Jumlah Flying Health Care unit 1 0 Lo L pengadaan dan operasional. Untuk unit
untuk indikator ini
pelayanan kesehatan bergerak akan
difokuskan pada fasilitas kesehatan
terapung
Peningkatan  cakupan
fasilitas kesehatan
terakreditasi :




Urusan
Pemerintahan

Uraian Program/Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi s/d
Desember

CAPAIAN

LKIP 2020 Permasalahan

Persentase puskesmas
terakreditasi

%

80

88,5

Upaya Mengatasi Masalah

Jumlah Puskesmas bertambah sedangkan jumlah
Puskesmas terakreditasi tidak bertambah.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI
Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tanggal 29 Juli
2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit
Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19, maka
segala kegiatan persiapan dan survei akreditasi
ditiadakan, fasilitas pelayanan kesehatan yang masa
akreditasinya berakhir otomatis diperpanjang sampai
1 tahun setelah status COVID-19 sebagai bencana
nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Persentase rumah sakit
terakreditasi

%

85

84,91

Jumlah Puskesmas yang sudah
terakreditasi sebanyak 368 Puskesmas
dari total 418 puskesmas, dan telah
melampaui target yang telah ditetapkan

Jumlah Rumah Sakit bertambah sedangkan jumlah
Rumah Sakit terakreditasi tidak bertambah.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI
Nomor : HK.02.01/MENKES/455/2020 tanggal 29 Juli
2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit
Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID-19, maka
segala kegiatan persiapan dan survei akreditasi
ditiadakan, fasilitas pelayanan kesehatan yang masa
akreditasinya berakhir otomatis diperpanjang sampai
1 tahun setelah status COVID-19 sebagai bencana
nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Cakupan jaminan kesehatan
masyarakat

%

85

85,71

Jumlah Rumah Sakit yang sudah
terakreditasi sebanyak 45 Rumah Sakit
dari total 53 Rumah Sakit

Penurunan kemampuan masyarakat (peserta mandiri)
untuk membayar iuran BPJS terkendala COVID-19.

Persentase ketersediaan
fasilitas kesehatan di
pariwisata estate

64

100,00

Diusulkan untuk penambahan kuota
peserta Penduduk yang Dibayarkan oleh
Pemerintah Provinsi NTT

Sudah tersedia fasilitas kesehatan pada lokasi
rencana pembangunan pariwisata estate

Persentase Penduduk yang
Mengalami Gangguan

indikator ini telah melampaui target yang
telah ditetapkan

Persentase kasus HIV yang
diobati

50

51

Belum semua kabupaten memiliki Layanan Rujukan
ODHA (Yang belum : Kabupaten Rote Ndao, Malaka,
Kab. Kupang), Tidak semua layanan mengirimkan
laporan penanggulangan HIV melalui aplikasi SIHA

Angka penemuan pasien
baru TBC BTA positif (Case
Detection Rate/CDR) TBC

%

65

12,2

advokasi program penanggulangan HIV
AIDS, Perluasan layanan, peningkatan
kapasitas, pendistribusian logistik

Belum semua faskes melapor menggunakan aplikasi
SITB, SITT, beban ganda petugas TB dengan covid,
penggunaan Tes Cepat Molekuler untuk periksa TB
masih rendah

Jumlah kab/kota dengan
angka keberhasilan
pengobatan (success rate)
TBC >85%

kab/kota

14

Belum semua faskes melapor menggunakan aplikasi
SITB, SITT, pemantauan petugas untuk pasien dimasa
pandemi sulit (pasien tidak datang kontrol ke
fasyankes), pelacakan kasus mangkir belum optimal

Jumlah kab/kota mencapai
eliminasi malaria

kab/kota

Penilai merupakan Tim yang ditunjuk oleh Kemenkes,
Adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan proses
penilaian untuk kabupaten yang memenuhi syarat
dan diusulkan untuk dinilai mengalam penundaan,
penjadwalan ulang pelaksanaan penilaian kabupaten
dilakukan di Bulan November (secara virtual) dan
Desember (Kunjungan Tim ke lapangan) 2020

Jumlah kab/kota dengan
insidence rate DBD
<49/100.000 penduduk

kab/kota

22

Berkoordinasi dengan Kemenkes

1. Masyarakat belum maksimal melakukan
PSN,Dukungan pemerintah masih rendah utk
menggerakkan masyarakat, 2.petugas kesehatan
belum berkoordinasi dengan baik antar lintas sektor
dan lintas program,3.faskes tingkat pertama belum
mempunyai peralatan lab. utk DBD,4. dukungan
Pemerintah daerah utk pengadaan logistik DBD masih
kurang sehingga Kabupaten masih berharap Provinsi.

Jumlah kab/kota dengan
prevalensi rate kusta
<1/10.000 penduduk

kab/kota

18

14

Pemerintah harus berperan aktif
menggerakkan masyarakat dalam PSN dan
menyediakan logistik dan peralatan lab,
perlunya peningkatan kapasitas petugas
kesehatan dalam tatalaksana DBD,petugas
kesehatan berkolaborasi dengan lintas
sektor dan lintas program dalam
pencegahan dan pengendalian DBD.
Upaya yg sudah dilakukan Provinsi
Distribusi logistik ke
Kab/Kota,peningkatan kapasitas DBD 5
Kab/Kota, Instruksi Gubernur ttg
pencegahan dan pengendalian DBD,
Pembentukan tim satgas DBD TK.Prov,
Virtual,talkswoh,radio spot ttg DBD.

- Belum semua tenaga di Puskesmas dilatih tentang
kusta

- Masih rendahnya sanitasi dan hygienis masyarakat
- Masih adanya stigma di masyarakat bahwa kusta
adalah penyakit  kutukan, keturunan dan
memalukan sehingga harus dikucilkan

- Masih rendahnya PHBS

Jumlah kab/kota endemis
dengan kematian karena
rabies =0

kab/kota

Merencanakan pelatihan untuk tenaga
kesehatan puskesmas yang

belum dilatih
- Mendistribusikan buku pedoman kusta
dan frambusia
- Meningkatkan promosi kesehatan

pederita tidak langsung datang ke fasilitas kesehatan
karena anjing yang menggigit adl anjing milik sendiri
dan dipercaya anjing tersebut tidak terinfeksi rabies

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
akan terus ditingkatkan




No Perrl;'er::::han Uraian Program/Kegiatan Satuan Target R:ael;s::bse/f f;:;zAzl(:\zh(‘) Permasalahan Upaya Mengatasi Masalah

Jumlah kab/kota yang

melaksanakan pemberian

obat Fencegahan massalv kab/kota 22 2

kecacingan pada anak usia

1-12 tahun dengan cakupan

75%

Jumiah kab/kota dengan 1.alternatif terintegrasi dengan ruangan

puskesmas yang 1. Dari 417 Puskesmas yang sudah aktif LROA 335 . K

mempunyai Layanan kab/kota 22 22 dan belum 80.2.Belum aktif karena ruangan tidak MTBS,Poli anak, 2. Penambahan petugas

Rehidrasi Oral Aktif /LROA tersedia dan petugas kurang. ata‘.J petugas MTB? dapat n'lelalfukan

kegiatan LROA bagi penderita diare.

> 60%

1. Membuat SE Gubernur untuk
Bupati/Walikota tanggal 10 Agustus 2020
2). Melakukan pertemuan berupa virtual
meeting untuk sosialisasi surat edaran
1). Sasaran dan proyeksi Pusdatin lebih tinggi sasaran |Kemenkes, Kemendagri, Kemendikbud RI
real . 2). Pencatatatan dan pelaporan imunisasi tidak [ttg dukungan pelaksanaan BIAS pada
valid 3). Pemanfaatan PWS tingkat Puskesmas masih | masa Pandemi Covid -19. 3) Evaluasi

Jumlah kab/kota dengan . . T

) L rendah 4). Orang tua anak tidak datang ke tempat cakupan program imunisasi setiap bulan,

imunisasi dasar lengkap kab/kota 9 5 . o . . .

500% pelayanan imunisasi 5). Kurangnya koordinas LS/LP berupa surat umpan balik dari Kepala
6). Penggantian pengelola imunisasi tingkat Dinas kesehatan Prov. 4.) Meningkatkan
puskesmas/dinkes tinggi 7). Drop Out sasaran edukasi kepada khalayak umum melalui
imunisasi tinggi penyebaran media KIE dalam bentuk video

dan foto yang disebarluaskan ke media
sosial 5). Melakukan pertemuan di desa
lokus Stunting dalam upaya melengkapi
status imunisasi anak.

Jumlah kab/kota yang

memiliki regulasi Kawasan kab/kota 9 11

Tanpa Rokok

Jumlah kab/kota dengan

desa/kelurahan yang

melakukan POSBINDU pTa | <@P/keta | 13 14

>50%

Jumlah kab/kota yang

memiliki puskesmas yang

pelayanan deteksi dini kab/kota 13 13

kanker pada perempuan

dengan metode IVA dan

sadanis >20%

1). Anggaran untuk pelatihan tingkat provinsi yang 1). Dengan melakukan pelatihan/orientasi
sudah dianggarkan dalam APBN Tahun 2020 deteksi dini melalui penganggaran yang
dipangkas dan dialokasikan untuk penganggran bersumber dari dana APBD | yang sudah
penanganan Covid 19. 2). Belum semua ada di dalam DPA Tahun 2020. 2).
Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk kegiatan |Kegiatan pelatihan/orientasi ini juga bisa
pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan kasus dianggarkan dalam APBD Il sehingga

Jumlah kab/kota yang gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan sehingga bisa kegiatan pelatihan/orientasi dapat

memiliki puskesmas yang mendongkrak capaian kinerja provinsi. 3). Khusus dilakukan di tingkat Kab/Kota dengan

melakukan pelayanan kab/kota 18 13 72,2 | Kabupaten Sabu Raijua, belum ada tenaga kesehatan |jumlah peserta yang jauh lebih banyak.
kesehatan jiwa sesuai terlatih pelayan kesehatan jiwa dikarenakan dari

kriteria >20% Dinas Kesehatan Sabu Raijua bersurat ke Dinas
Kesehatan Provinsi untuk menolak menghadiri
undangan kegiatan orientasi deteksi dini dan
penatalaksanaan kasus gangguan jiwa dengan alasan
tingginya kasus penularan Covid 19 di Kota Kupang.

Jumlah kab/kota yang

melakukan respon kab/kota 2 2 100,0

penanggulangan terhadap

signal KLB >80%

PersentaseAKLB.dltanganl % 100 100 100,0

kurang dari 24 jam

P‘encapa.lan reformasi 7227

birokrasi :

Persentase Standar

Operasional Prosedur /SOP % 100 100

yang disusun dan dijalankan

Persentase Standar

Pelayanan Publik/SPP yang % 100 100

disusun dan dijalankan

Inovasi yang dilaksanakan inovasi 1 3

?emba.mgunan zona % 100 100

integritas

Status laporan keuangan Status WTP - - | Menunggu hasil pemeriksaan BPK

Nilai SAKIP Skor B - - | Menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat

Peningkatan capaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Kesehatan :




Urusan Realisasi s/d CAPAIAN

Pemerintahan Uraian Program/Kegiatan Satuan Target Desember LKIP 2020 Permasalahan Upaya Mengatasi Masalah

P t ian SPM
ersentase capa.lalt\ % 100 100
Kesehatan Provinsi

penyebabnya disebabkan karena pandemi covid-19
sehingga beberapa SPM tidak bisa dilaksanakan
karena petugas yang sedikit, tidak bisa lakukan
kunjungan rumah seperti biasa dan diprioritaskan

Fasilitasi peningkatan untuk tracing dan tracking suspek covid-19. selain itu
capaian SPM kesehatan % 100 83,33 83,3 |juga dengan adanya covid-19 ini, masyarakat takut
kab/kota untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan karena

orang dengan gejala covid juga mendapatkan
pelayanan di fasilitas kesehatan yang sama di wilayah
mereka. hal ini yang menyebabkan indikator-
indikator SPM belum tercapai

Persentase penyerapan
dana anggaran dan
pendapatan belanja daerah
(APBD)

refocusing sampai 4 kali dan pelaksanaan perubahan
% 95 83,2 anggaran pada bulan November sehingga pencapaian
target tidak terpenuhi

akibat covid-19, segala bentuk pelatihan yang
mengumpulkan banyak orang dihentikan
pelaksanaannya, sedangkan dengan metode daring

- belum ada kode rekeningnya sehingga otomatis
Persentase realisasi

endapatan terhadap target % 100 51,7 51,7 | kegiatan pelatihan tidak menghasilkan pendapatan.
P P ptarg Hal lain juga karena Rumah Sakit Jiwa Nimata (RSJ)
belum bekerjasama dengan BPJS sehingga klaim BPJS
masyarakat yang mendapatkan pelayanan belum bisa
dilakukan
Peningkatan cakupan
k ilik: ki
epemilikan dokumen 1898

kependudukan dan
pencatatan sipil :

Cakupan kepemilikan KTP

elektronik untuk penduduk % 40 36,5 Wajib KTP sesuai reguler rencana tahunan Sehingga realisasi realisasi melebihi target
wajib KTP

Cakupan penduduk <17 Cakupan KIA baru sejak tahun 2018 baru model pada |Mendorong kinerja kabupaten yg belum
tahun memiliki kartu % 40 3,6 9,0 |2 kabupaten Alor dan Lembata, sehingga kabupaten |untuk mencpai target sebesar 20 %
identitas anak lain baru pelaksanaan 2020

Cakupan anak 0-18 tahun
memiliki akta kelahiran

Wajib akta kelahiran 0-18 tahun sesuai reguler

% 80 71,5
i ’ rencana tahun

Sehingga realisasi realisasi melebihi target

Pemanfaatan Data
Kependudukan (Perjanjian | Dokumen
Kerjasama dengan MoU

Perangkat Daerah)

Mendorong OPD untuk mengajukan Draft
PKS hasil pembahasan agar dapat di
konsultasi ke Dirjen Dukcapil

PKS hanya di provinsi dan masih dalam taraf
pendalam dengan OPD lain

TOTAL CAPAIAN KINERJA
SELURUH INDIKATOR

KETERANGAN CAPAIAN :

X>85%
70 % <X <85%
55% <X<70%
X< 5%

BERHASIL
CUKUP BERHASIL

BELUM BERHASIL




